RESUME KONTRAK

Informasi Laporan

Tanggal & Jam 1 9/29/25 2:59 PM
427752
RESUME KONTRAK TAHUNAN SATKER
PEREKONOMIAN

INFORMASI KONTRAK TAHUNAN HEADER

Informasi Supplier Informasi Bank

NRS : 339582 Nama Pihak Ketiga : PT. POS PROPERTI INDONESIA
SPAN Nama Supplier . PT.POS PROPERTI INDONESIA_0665263018423000 Nama Bank :  BANK NEGARA INDONESIA
Nama Supplier . PT.POS PROPERTI INDONESIA No rekening : 6676677898

NPWP : 0665263018423000 Nama Pemilik Rekening : PT.POS PROPERTI INDONESIA
Nama Site : 2_40115 Mata Uang . Rupiah

Tipe Komitmen : Kontrak

CAN Annual Year : A/019.25000484/0/0

CAN Multi Year

Nilai Annual Year © 6.475.905.381,00

Satker : 427752 MENKO BIDANG PEREKONOMIAN

No. Kontrak . PKS-707/PPK.SET.I/ISEWARUANG/12/2024

No. RFC . 427752|2025|PKS-707/PPK.SET.I/SEWARUANG/12/2024|0|2488262

Tanggal Kontrak . 31-Dec-2024

Tanggal Mulai Kontrak : 01-Jan-2025 Tanggal Selesai Kontrak . 31-Mar-2025
Jangka Waktu Pemeliharaan 0 Tanggal Addendum

Uang Muka

Porsi pembayaran LOAN/GOI : 0/200 Kategori PHLN

Catatan Tambahan . DIPA-035.01.1.427752/2025;29-Nov-2024; ; Mata Uang SLA . Rupiah

No. Addendum

Ketentuan Sanksi

Keterangan :  Sewa Runag Kerja Kantor POS
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Bank/Asuransi Penjamin UM
Tanggal Jaminan

Masa Berlaku

Nomor Surat Jaminan UM
Tanggal Mulai

Tanggal Berakhirnya

Bank/Asuransi Penjamin AT
Tanggal Jaminan

Masa Berlaku

Nomor Surat Jaminan AT
Tanggal Mulai AT
Tanggal Berakhirnya

Cara pembayaran
Cara Pengembalian UM
Cara Pemotongan Retensi

Uang Muka

Sekaligus

KOTA JAKARTA PUSAT, 29 Sep 2025

Pejabat Pembuat Komitmen

(HERGY CAHYONO)
NIP 198606292008121001
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Informasi Laporan

Tanggal & Jam 1 9/29/25 2:59 PM
427752
RESUME KONTRAK TAHUNAN SATKER
PEREKONOMIAN

INFORMASI KONTRAK TAHUNAN HEADER

Informasi Supplier Informasi Bank

NRS : 339582 Nama Pihak Ketiga . PT.POS PROPERTI INDONESIA
SPAN Nama Supplier . PT. POS PROPERTI INDONESIA_0665263018423000 Nama Bank :  BANK NEGARA INDONESIA
Nama Supplier . PT.POS PROPERTI INDONESIA No rekening : 6676677898

NPWP : 0665263018423000 Nama Pemilik Rekening : PT.POS PROPERTI INDONESIA
Nama Site : 2_40115 Mata Uang . Rupiah

Tipe Komitmen : Kontrak

CAN Annual Year : A/019.25002840/0/0

CAN Multi Year

Nilai Annual Year © 3.820.784.172,00

Satker : 427752 MENKO BIDANG PEREKONOMIAN

No. Kontrak . PKS-63/PPK.SET.I/SEWARUANG/03/2025

No. RFC . 427752|2025|PKS-63/PPK.SET.I/SEWARUANG/03/2025|0|2637206

Tanggal Kontrak : 31-Mar-2025

Tanggal Mulai Kontrak . 01-Apr-2025 Tanggal Selesai Kontrak : 30-Jun-2025
Jangka Waktu Pemeliharaan 0 Tanggal Addendum

Uang Muka

Porsi pembayaran LOAN/GOI : 0/200 Kategori PHLN

Catatan Tambahan . DIPA-035.01.1.427752/2025;29-Nov-2024; ; Mata Uang SLA . Rupiah

No. Addendum

Ketentuan Sanksi

Keterangan : Sewa Ruang Kerja Gedung POS Ibukota
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Nomor Surat Jaminan AT
Tanggal Mulai AT
Tanggal Berakhirnya

Cara pembayaran
Cara Pengembalian UM
Cara Pemotongan Retensi
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Sekaligus
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(HERGY CAHYONO)
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POSFROPERTI

PERUANIIAN
ANTARA
KEMENTERIAN KDORDINATOR BIDANG PEREXONOMIAN
DENGAN
PT POS PROPERTI INDONESIA
TENTANG
PEMANFAATAN ASET MILIK PT POS INDONESIA (PERSERO)
YANG DINELCLA OLEH PT POS PROPERTI INDONESIA UNTUK RUANG KETUA KANTOR
MERAEMTERIAN NOORDINATOR BIDANG PINEKONOMIAKN

Nomor ; PES-T07/PPILSET. USEWARLUANG/12/2024
T EE Sy T RPN FERCs | SRt 0 OO LI LTINS I8 e 3

Pada hari ini, Selata tanggal 31 bulin Desember tahun 2024 bertempal di Jakarta, yang bertantda
bagigbinty crbrineaty ik

1. KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEHEKONOMIAN REPUBLIE Indonesls, sustu
Kementerisn yang berada di bawah dan bertanggung jiwab kepada presiden datam hal in
diwakill aleh Hergy Cahyono selaky Pejabat Pembust Komitmen Keglatan 2458 dan 2450
sesuai dengan Keputusan Kepala Biro Manajermen Kinerja dan Kerjasama aelnku Kuasa
Fengguna Anggaran Romor 33 TARUN 2024 (entang Penelapan Feaii Farmuuel kemitmen,
Bendahara Pengeluaran Pembanty, dan Staf Pengelola Keuangan di Lingkungan Kementerian
Koardinator Rideng Perekonomian, berkedudukan di Gedung All Wardhana Kementerian
Koordinator Bidang Perckonomian, J1 Lapangan Banteng Timur No, 2-4 lakarta Fusat,
berwenang mowakill Kuasa Pengguna Anggaran dan oleh karena ity berhak bertindak untuk
o stan nnens FERENTERIAN ¥O0RNIMATAR LNAKNG PEREENMITRE AN REPUIRLIY Indanssls

[untuk selanjutnya disebut “TIHAK PERTAMA®); dan

2, PT POS PROPENT) Indonesia, sustu persercan terbatas yang didifan menurut dan
berdasarkan hukum yang berlaku di Republik indonesia, berkedudukan d Bandung dan
berkantor di Graha Pos Indonesta Lt 5 Blok A, JI Banda No. 30 Bandung, Jawa Barat, yang
snggaran dasarnya dimuat dalsm Akts Penditian Mo. 35 tanggal 21 Desember 2013 yang dibuat
di hadapan Deasi Witantl Kusumaningtyas, 5.H., Sp.N., Notans di Ksbupaten Bandung, dan
telah disahkan oleh Menterl Hukum dan Hak Asasi maenusia Regublik Indonesia dengan
keputusan No. ANU. 14137, AH.01,01 tahun 2014 tanggal 25 April 2014 sebagaimana t=lak
paberapa kall diubah terakhir dengan Akta No. 02, mnggal G3 luli 2023, dibuat di hadapan
Rarhana Fitsian, 3.4, oty bdin., otarts df Rabupalen Bandung, tan teleh diselujui cieh
Menterl Hukum dan Hak Asssl Manusia Republik Indonesia berdasarkan keputusan No: AHL-
AH-01.09-0134292, tanggal 05 Jull 2023, dalam hal inl diwakil) oleh ABDUL HADI, dalam
jabatannya selaku CHIEF OPERATING OFFICER, bertindak berdasarkan Surat Kuasa Nomor SKR-
1335 /POSPRODIREKTUR/ 1224 tanggal 18 December 2024, berwenang mewakill Direksi, dan
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oleh karena itu berhak bertindak untuk dan atas nama PT POS PROPERTI INDONESIA {untuk
selanjutnya disebut "PIHAK KEDUA"}.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK
terlébih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Kementerian yang mempunyal tugas menyelenggarakan
koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan
pemerintahan di bidang perekonomian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden No.
143 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonornian.

2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Badan Usaha yang bergerak di bidang properti, sekaligus
pengelola aset berupa tanah dan bangunan Gedung Pos lbukota Jakarta yang terletak di Jalan
Lapangan Banteng Utara Nomor 1 Jakarta Pusat 10710.

3. Bahwa PIHAK PERTAMA bermaksud memanfaatkan aset berupa ruangan milik Pos Indonesia
{Persero) yang dikelola oleh PIHAK KEDUA untuk ruangan kerja PIHAK PERTAMA.

4. Bahwa PIHAK KEDUA bersedia menyediakan asset ruangan milik Pos Indonesia {Persero) yang
dikelola oleh PIHAK KEDUA dan furniturnya, untuk ruangan kerja PIHAK PERTAMA

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian adalah sebagaimana dimaksud dalam
Peraturan Presiden Momor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara dan
Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian.

5. PT Pos Properti Indonesia adalah Badan Usaha yang bergerak di bidang properti, sekaligus
pengelola aset berupa tanah dan bangunan Gedung Pos ibukota Jakarta yang terletak di Jalan
Lapangan Banteng Utara Nomor 1 Jakarta Pusat 10710.

Dengan dibuatnya Perjanjian ini PIHAK PERTAMA bermaksud untuk menambah pemanfaatan
ruahgannya untuk ruangan kerja PIHAK PERTAMA.

Dengan tetap memperhatikan kedudukan, tugas, dan fungsi masing-masing, PARA PIHAK dengan Ini
bersepakat untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Sewa Menyewa tentang
Pemanfaatan Aset Milik PT Pos Indonesia {Persero) Untuk Ruang Kerja dan Ruang Rapat di lantai 4, 5,
6 serta akses lift belakang (untuk selanjutnya disebut "PERJANJIAN"} dengan ketentuan sebagai
berikut: '
PASAL1
PENGERTIAN UMUM

Selama tidak ditentukan lain, PARA PIHAK sepakat untuk mendefinisikan pengertian di bawah ini
sebagai berikut:

1. Pemanfaatan Ruangan adalah pemanfaatan ruangan milik PT Pos Indonesia (Persero} yang
dikelola PIHAK KEDUA oleh PIHAK PERTAMA dalam jangka waktu selama 12 {dua belas) bulan
kepada PIHAK KEDLUA.

2. Objek Pemanfaatan Ruangan {untuk sefanjutnya disebut "Objek") adalah ruangan millk PT Pos
Indonesia {Persero) yang dikelola PIHAK KEDUA yang terletak di Lantai 4,5, dan 6 Gedung Pos
Ibukota Jakarta Jalan Lapangan Banteng Utara No. 1 Jakarta Pusat 10710.

3. Biaya Pemanfaatan Ruangan (untuk selanjutnya disebut "Blaya Pemanfaatan”} adalah sejumlah
uang yang telah disepakatl PARA PIHAK atas Objek yang harus dibayar oleh PIHAK PERTAMA
kepada PIHAK KEDUA untuk selama jangka waktu PERJANJIAN,
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4. Biaya Servis adalah sejumlah biaya yang telah disepakati yang harus dibayar PIHAK PERTAMA
kepada PIHAK KEDUA sabagai biaya perawatan dar kebersihan gedung secara urnumn (bukan
merupakan biaya perawatan dan kebersihan secara khusus pada Objek) untuk sefama jangka
waktu PERJIANJIAN,

5 Kantor adalah ruangan tertentu yang digunakan oleh PIHAK PERTAMA sebagai Ruang Kerja
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

PASAL 2
MAKSUD DAN TUIUARN
Maksud dan tujuan dari PERIANNAN ini adalah sebagai dasar kerja sama bagi PARA PIHAK untuk
pemanfaatan asset berupa Ohjek yang akan digunakan oleh PIHAK PERTAMA untuk ruangan kerja
PIHAK PERTAMA pada lokasi yang disepakati bersama.

PASAL3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup PERJIANJAN ini meliputi:

a.  penyediaan aset berupa Objek milik PIHAK KEDUA yang akan dimanfaatkan oleh PIHAX
PERTAMA untuk ruangan kerja PIHAK PERTAMA pada lokasi Gedung Pos fbukota, lalan
Lapangan Banteng Utara No. 1 Jakarta 10710.

b.  penyediaan fasilitas pendukung yang diperlukan oleh PIHAK PERTAMA untuk mendukung
operasional pemanfaatan Ohbjek yang akan dimanfaatkan oleh PIHAK PERTAMA.

c.  pengaturan pemanfaatan Objek yang akan digunakan oleh PIHAK PERTAMA sesual dengan
ketentuan yang berlaku.

. PASAL 4
BIAYA PEMANFAATAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN
{1) Biaya pemanfaatan Objek selama jangka wakiu PERJANJIAN ini sebesar Rp. 6.475.905.381,-
{enam miliar empat ratus tujuh pulub lima juta sembilan ratus lima yibu tiga ratus delapan
puluh satu rupiah) serta sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai, dengan perincian sebagai

berikut: __ _ . _ _
. Jenislasa’ o “Luas (m?) | Harga Satuan | -dumlah | - Jumlah (Rp
RS - o (Rp) Bulan
Sewa Ruang Lt. 4 (Full 1.300,00 321,900 3 1,255,410,000
Furnished) .
Sewa Ruang Lt. 5.(Space Onfy)| 298132 233,100 3 2,084,837,076
Sewa Ruang TPID Lt. 6 {Space 402,00 233,100 3 281 118,600
Lobby Utama & Ruang Rapat 264.92 321,900 3 255,833,244
Lt. 6 {Fult Furnished) !
Service Charge 4,948.92 75,938 3 1,127,284,731
Ruang SNKI {lantal 6) {full 479,49 321,500 3 463,043,493
furnished}
Sevice charge 479,49 75,938 3 109,235,153
Ruang SPNBE {full furnished) 425,55 321,900 3 410,953,653
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{2)

(3}

{4)
{5}
(6)
(7)

(1)

Terbllang,EanlIiar EmpatRatusTujuhPuluhLima.luta SembalanR tus Lima Ribu i
Delapan Puluh Satu Rupish ~~~ © ot o e

Service Charge 425,55 75,038 3 96,946,797
Ruang Kerja Lt. 6 {Space only) 422 233,100 3 295,104,600
Service charge 422 75,938 3 . 96,138,052
Toa T A T

PIHAK PERTAMA wajib melunasi Biaya Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
secara lunas selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah diterimanya surat
tagihan/invoice yang dibuat oleh PIHAK KEDUA.

Pelunasan Biaya Pemanfaatan sebesar jumlah yang tercantum pada ayat (1) dilakukan oleh
PIHAK PERTAMA dengan cara pemindahbukuan {transfer) ke rekening bank PIHAK KEDUA
sebagai berikut :

Atas Nama :  PT Pos Properti Indonesia
Bank . BNI Cabang Perintis Kemerdekaan Bandung
Nomor Rekening 1 6676677898

Biaya yang timbul akibat proses pemindahbukuan termasuk namun tidak terbatas pada bea
RTGS (Real Time Gross Settlement) dan bea meterai menjadi beban PIHAK PERTAMA.

PIMAK PERTAMA wajib menyampaikan kopi {salinan) bukti transfer pelunasan Biaya
Pemanfaatan kepada PIHAK KEDUA, .

Pelunasan Biaya Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggap telah dilakukan
oleh PIHAK PERTAMA apabila telah dibukukan efektif pada rekening bank PIHAK KEDUA.
PIHAK PERTAMA wajib menanggung semua biaya pemasangan dan hiaya pemakaian
fistrik/telepon setiap bulannya (khusus biaya pemakaian listrik yang setiap bulannya dihitung
berdasarkan jumlah pemakaian dari kwh meter).

PASALS
PAJAK DAN BIAYA LAIN
Kewajiban perpajakan masing-masing PIHAK atas jasa pemanfaatan Objek dalam PERJANJAN
ini adalah: '
a. kewajiban PIHAK PERTAMA:

1} memotongdan menerbitkan bukti pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang
‘Perpajakan atas jasa pemanfaatan Objek yang diterima oleh PIHAK PERTAMA;

2}  menyetorkan PPh Pasal 4 ayat {2} Undang-Undang Perpajakan ke Kas Negara
metaporkannya ke Kantor Pelayanan Pajak {KPP);

3)  menyerahkan bukti pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2} Undang-Undang Perpajakan
yang sah kepada PIHAK KEDUA paling lambat tanggal 20 (dua puluh) setelah
pembayaran pajak pada Masa tersebut;

4)  memungut dan menyetorkan Pajak pertamabahan Nilai (PPN) ke Kas Negara dan
menyerahkan bukti bayar (Surat setoran pajak/ID Billing) kepada PIHAK KEDUA
paling lambat Tanggal 20 (dua puluh} setelah pembayaran pajak pada Masa
tersebut.;

b.  Kewajiban PIHAK KEDUA:
1} menerhitkan faktur pajak atas jasa pemanfaatan Objek yang diterima dari PIHAK
PERTAMA;
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(2)

1)

{2)

(3)

(1)
{2)

{1)

(2)

3)

Z) menyerahkan Taktur pajak yang sah sebagai lampiran surat tagihan/invoice
kepada PIHAK PERTAMA;
3} metaporkan faktur pajak dan bukti penyetoran PPN atas jasa pemanfaatan Objek
yang diterima dari PIHAK PERTAMA ke Kantor Pelayanan Pajak.
Segala biaya lain yang timbul akibat penempatan dan pengoperasian Media lklan Luar Ruang
milik PIHAK PERTAMA, menjadi beban/tanggung jawab dan harus dibayar sepenuhnya oleh
PIHAKX PERTAMA
PASALB
PENATAAN OBJEK

PIHAK PERTAMA diperbolehkan meélakiukan penataan Objek secara tidak permanen {tidak
merubah bentuk dan fungsi bangunan yang ada) dengan biaya sepenuhnya ditanggung oleh
PIHAX PERTAMA, dengan terlebih dahulu mengajukan desainnya untuk disetujui oleh PIHAK
KEDUA.
Apabila PIHAK PERTAMA dalam melakukan penataan Objek tidak sesuai dengan desain yang
disetujui PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA berhak dan berwenang penuh untuk meminta
PIHAK PERTAMA melakukan pembongkaran dengan biaya sepenuhnya ditanggung oleh PIHAK
PERTAMA. _
PIHAK PERTAMA wajib membayar ganti rugi kepada PIHAK KEDUA dan/atau pihak lain atas
semua kerugian yang diderita PIHAK KEDUA dan/atau pthak lain sebagai akibat dari pelaksanaan
penataan Objek atau sebagai akibat dari adanya tuntutan pihak lain berkenaan dengan
pelaksanaan penataan Objek tersebut.

PASAL7
PENGGUNAAN OBJEK
PIHAK PERTAMA sepakat bahwa penggunaan Objek hanya untuk keperluan sebagaimana yang
tercantum dalam Pasat 2 PERIANJIAN ini.
Hak atas pemanfaatan Objek berdasarkan PERJIANIJIAN ini tidak dapat dialihkan oleh PIHAK
PERTAMA kepada pihak lain manapun dan dengan cara apapun.

PASAL 8
PENGEMBALIAN OBJEK

Pada tanggal berakhirnya PERJANJIAN ini atau setelah pengakhiran lebih awal PERIANHAN ini,
maka PIHAK PERTAMA wajib mengembalikan Objek kepada PIHAK KEDUA dalam keadaan
bersih, terawat, kosong dari barang-barang milik PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 15 (lima
belas) hari kalender sesudah tanggat berakhirnya PERJANJIAN.

Sehelum pengembalian Objek dilakukan oleh PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA berhak untuk
melakukan pengecekan dan pemeriksaan pada Objek dengan didampingi PIHAK PERTAMA
sebelum berakhirnya jangka waktu PERJANJIAN atau sebelum pengakhiran lebih awal dari
PERJANJIAN ini.

Apabila setelah Jewat dari 15 {lima belas) hari kalender sejak tanggal PERIANJIAN berakhir atau
diakhiri dan PIHAK PERTAMA belum mengembalikan Objek kepada PIHAK KEDUA dalam

keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat {1), maka berdasarkan PERJANJIAN ini PIHAK

PERTAMA memberi kuasa dan wewenang penuh kepada PIHAK KEDUA untuk melakukan
tindakan untuk mengosongkan Objek dari barang-barang milik/kepunyaan siapapun juga yang
berada/disimpan dalam Objek.
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PASAL S
HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PIHAK PERTAMA

Selama PERJANJIAN berlangsung, maka PIHAK PERTAMA mempunyal hak, kewajiban dan tanggung
jawab sebagai berikut:

a.

b.

berhak untuk menempati Objek dengan rasa aman dari gugatan pihak lain yang menyatakan
berhak atas Objek.

berhak untuk menambah jaringan telepon dan daya listrik atau instalasi listrik beserta
perlengkapannya dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan PIHAK KEDUA dengan biaya
sepenubnya menjadi beban/tanggung jawab PIHAK PERTAMA,

wajib membayar Biaya Pemanfaatan {berikut dendanya jika ada} serta biaya-biaya lain yang
ditentukan dalam PERJANJIAN Ini secara benar dan tepat waktu.

pada Objek tidak menyimpan, menimbun, memasarkan atau membiarkan disimpan bahan-
bahan yang mudah terbakar, mudah meledak, senjata api, narkoba atau bahan-bahan lain yang
membahayakan dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
membebaskan PIHAK KEDUA dari segala tuntutan ganti rugl atas kehilangan atau kerugian yang
terjadi baik sebagian maupun keseluruhan barang atau harta benda PIHAK PERTAMA yang
diakibatkan adanya peristiwa pencurian, perampokan, penjarahan, kebakaran, bencana alam,
kerusuhan atau sebab-sebab lain selama jangka waktu PERIANJAN ini kecuali dapat dibuktikan
bahwa kehilangan atau kerugian tersebut terjadi akibat kelalaian atau kesengajaan PIHAK
KEDUA, :

wajib turut serta menjaga keamanan, ketertiban dan kenyamanan pada lingkungan sekitar Objek
terhadap upaya-upaya pihak luar yang dapat merugikan dan/atau merusak Objek.

menjamin bahwa PIHAK PERTAMA tidak akan mengalihkan tanggungjawab atas hak
pemanfaatan Objek dengan dalih apapun baik sebagian maupun keseluruhan kepada pihak lain
diluar PERJANJIAN ini, PTHAK PERTAWIA harus selalu menjaga kepentingan PIHAK KEDUA terkait
dengan pelaksanaan PERJANMNAN ini agar tidak ada permasalahan yang timbul sefama dan
setelah berakhirnya PERIANJIAN ini.

wajib mengosongkan Objek apabila PERJANJIAN berakhir dan tidak diperpanjang lagi dengan
biaya sepenuhnya ditanggung PIHAK PERTAMA.

wajib untuk mendapatkan semua perijinan dan persetujuan yang diperlukan dari instansi terkait
untuk kegiatannya sesuai tugas pokok dan fungsi PIHAK PERTAMA.

wajib mentaati dan melaksanakan semua ketentuan yang tertvang dalam PERIANJIAN ini
dengan sebaik- baiknya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

PASAL 10
HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PIHAK KEDUA

Selama PERIANHAN berlangsung, maka PIHAK KEDUA mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab
sebagai berikut:

a.
b.

berhak menetapkan Objek berikut ketentuan-ketentuannya;

berhak atas pembayaran biaya {berikut dendanya apabila ada) sesuai dengan ketentuan dalam
PERJANJIAN inil.

Menjamin kepada PIHAK PERTAMA bahwa Objek terbebas dari gugatan pihak manapun termasuk
PT Pos Indonesia (Persero) yang menyatakan berhak atas Objek;
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mengizinkan karyawan atau pihak-pihak yang berkepentingan dengan PIHAK PERTAMA untuk
memasuki Objek guna melakukan aktivitas yang terkait dengan pelayanan dan operasional PIHAK
PERTAMA pada jam kerja.

wajib menjaga keamanan, ketertiban dan kenyamanan pada lingkungan sekitar Objek terhadap
upaya pihak luar yang dapat mervgikan dan/atau merusak Objek yang dimanfaatkan PIHAK
PERTAMA.

menjamin semua fasilitas yang menjadi kewajiban PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12 dapat diberikan/dipenuhi kepada PIHAK PERTAMA.

wajib mentaati dan melalksanakan semua ketentuan yang tertuang dalam PERJANJAN ini dengan
sebaik-baiknya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 11
PERNYATAAN DAN JAMINAN

PARA PIHAK dengan ini menyatakan dan menjamin PIHAK lainnya dalam PERJIANJIAN ini sebagai
berikut:

a.

masing-masing PIHAK berwenang menibuat, melangsungkan dan melaksanakan PERJANJIAN ini

dan dokumen lain sehubungan dengan PERJANJIAN ini, serta telah melaksanakan semua tindakan
dan persyaratan yang disyaratkan untuk sahnya pembuatan, penandatanganan dan pelaksanaan
PERJANJIAN ini dan dokumen lain sehubungan dengan PERJANJIAN ini.

PERJANJIAN ini dan dokumen lain yang terkait dengan PERIANJIAN ini adalah sah, beriaku dan
mengikat sah dan menimbulkan kewajiban hukum terhadap PARA PIHAK, sesuai dengan syarat
dan ketentuan yang tercantum di dalamnya.

setiap izin, pemberian kewenangan atau persetujuan yang diperlukan oleh PARA PIHAK
sehubungan dengan pelaksanaan, penyerahan, keabsahan, keberlakuan PERJANJIAN ini atau
pelaksanaannya oleh PARA PIHAK atas kewajibannya menurut PERJANJIAN ini telah diperoleh
atau dibuat dan berlaku penuh.

PIHAK PERTAMA menyatakan dan menjamin untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-
undangan maupun peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah termasuk memenuhi segala
perijinan yang diperlukan sesuai tugas pokok dan fungsi.

PIHAK PERTAMA menjamin sepenuhnya bahwa dalam melaksanakan kegiatan usahanya pada
Objek tidak akan mengganggu fungsi layanan Kantar Pas, komunikasi dan jaringan virtual milik
PIHAK KEDUA sepanjang terkait dengan Obyek.

apabila PIHAK PERTAMA dalam melaksanakan kegiatan usahanya pada Objek mengakibatkan
timbulnya gangguan atau tidak berfungsinya jaringan virtual atau rusaknya sarana dan/atau
prasarana PIHAK KEDUA sepanjang terkait dengan Objek, maka PARA PIHAK sepakat untuk
menentukan kerugian yang timbul dan PIHAK KEDUA berhak menuntut dan mendapat gantl rugl
dari PIHAK PERTAMA,

PASAL 12
FASILITAS
PIHAK KEDUA wajib menyediakan fasilitas untuk PIHAK PERTAMA terkait pelaksanaan
PERJANIAN ini sebagai berlkut:
keamanan lingkungan sekitar gedung tempat Objek (secara urnum};
kebersihan lingkungan sekitar gedung tempat Objek (secara umum};
Area Parkir khusus untuk Pejabat Eselon I dan ll PIHAKX PERTAMA;
2 line telepon di'luar biaya pemakaian;
1 line fax di fuar biaya pemakaian;
pasokan Air bersih yang layak digunakan untuk termasuk namun tidak terbatas pada toilet,

dapur/pantry;
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(1)

(2)

(1)

g.

h.

aliran listrik masing-masing Objek di luar biaya pemakaian yang aktif selama melaksanakan
perkerjaat;

akses khusus pintu masuk dan lift termasuk penataan Lobby Kemenko Bidang Perekonomian
di lantai "2 untuk PIHAK PERTAMA, tamu PIHAK PERTAMA, atau pihak yang berkepentingan
untuk PIHAK PERTAMA.

ruang/tempat/space untuk PIHAK PERTAMA dapat memasang dan mengoperasikan Media
Iklan Luar Ruang, Banner, Spanduk, atau Medla lain yang diperlukan sesuai kesepakatan PARA
PIHAK.

PASAL13
KOMPENSASI

Apabila PIHAK KEUDA tidak dapat memberikan fasilitas yang dibutuhkan PIHAK PERTAMA, maka
PIHAK KEDUA wajib memberikan kompensasi kepada PIHAK PERTAMA.
Kompensasi dapat diberikan apabila memenuhi syarat:

a. Listrik mati lebih dari 2 {dua) jam.

b. Tidak tersedia air bersih selama jam operasional kantor.
Kompensasi yang diberikan berupa pengrangan tagihan Listrik PIHAK PERTAMA. Perhitungan
pemberian kompensasi sebesar 1/1000 (1 per mil) dari nilai kontrak per hari (fasilitas tidak
tersedia). Nilai kompensasi akan menjadi pengurang tagihan biaya Listrik periode bulan
berkenaan,

PASAL14

HUBUNGAN KERJA
PIHAK PERTAMA tidak mempunyai ikatan hukum apapun yang mendasarkan hak dan kewajiban
terhadap PT Pos Indonesia (Persero) akibat Perjanjian ini. '
PIHAK PERTAMA hanya mempunyai ikatan hukum dengan PIHAK KEDUA sesuat dengan
ketentuan yang tertuang dalam Petjanjian ini sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Dalam hal terjadi sengketa antara PIHAK KEDUA dan PT Pos indonesia {Persero} selaku pemilik
aset yang dikelola oleh PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA harus dibebaskan atas segala tanggung
jawab/kewajiban yang dituntut oleh PT Pos Indonesia (Persero}. '

PASAL1S '
'KERJA SAMA PENGUSAHAAN DAN PENGELOLAAN ASET

PIHAK KEDUA sebagai pengelola aset milik PT Pos Indonesia (Persero) terkait yaitu, dengan
ditandatanganinya PERJANJIAN ini menyatakan telah mempunyai Perjanjian Pengusahaan dan
Pengelolaan Aset dengan PT Pos Indonesia {Persero) terkait aset dimaksud yaitu sebuah ruangan
yang akan disewakan kepada PIHAK PERTAMA untuk menjadi ruangan kerja PIHAK PERTAMA
pada lokasi Gedung Pos tbukota, Jalan Lapangan Banteng Utara Nomor 1 Jakarta 10710.
Perjanjian Pengusahaan dan Pengelolaan Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi
dasar kewenangan PIHAK KEDUA untuk melakukan perikatan kepada PIHAK PERTAMA dalam
rangka pengusahaan dan pengelolaan Aset dimaksud.

PASAL 16
FORCE MAJEURE (KEADAAN MEMAKSA)

Yang dimaksud dengan force majetre dalam PERJANJIAN ini adalah kejadian atau peristiwa yang
secara layak dan patut tidak dapat dihindarkan atau dielakkan atau berada dituar kemampuan
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{3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5}
(6)

(1)

manusia untuk menghindarkan kejadian atau peristiwa tersebut, yaitu kejadian peristiwa
peperangar (yang dideklarasikan), huru-hara, sabotase, pemberontakan, bencana alam (gempa
bumi, banjir, tanah longsor, kebakaran dan bencana alam lainnya), wabah penyakit, kebijakan
(sebagaimana diumumkan oleh instansi yang berwenang), pemogokan umum, perubahan
ketetentuan perundang-undangan dan/atau kebljakan pemerintah atau instantsi terkait, yang
dapat mengakibatkan tidak terlaksananya PERJIANJIAN ini.

Dalam hal terjadinya force majeure sebagaimana dimaksud pada ayat (%), maka PIHAX yang
terkena force majeure wajib segera memberitahukan keadaan tersebut kepada PIHAK lainnya
selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari terhitung sejak terjadinya keadaan force majeure
tersebut.

Keterlambatan atau kelalaian PARA PIHAK dalam memberitahukan terjadinya force majeure,
mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa tersebut sebagai force mojeure oleh PIHAK lainnya.
PARA PIHAK sepakat bahwa setiap permasalahan yang timbul sebagai akibat dari kejadian atau
peristiwa force majeure atau menyebabkan tidak terlaksananya PERJANMAN ini secara tetap
akan diselesaikan secara musyawarah.

PASAL 17

JANGKA WAKTU PERJANJIAN
PERJANJIAN ini berlaku untuk jangka waktu 3 {tiga) bulan, terhitung sejak tanggal 1 Januari
2025 sampai dengan 31 Maret 2025, dan secara otomatis sama dengan jangka waktu
pemanfaatan Objek.
PERIANJIAN ini dapat diperpanjang dengan/tanpa perubahan ruang lingkup pekerjaan atas
kehendak PIHAK PERTAMA, dengan mengajukan permohonan tertulis kepada PIHAK KEDUA
paling lambat 2 {dua) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu PERIANJIAN dimaksud pada
ayat (1).
PIHAK KEDUA akan memberikan jawaban tertulis kepada PIHAK PERTAMA paling lambat 1
{satu) bulan terhitung sejak tanggal diterlmanya permohonan perpanjangan PERJANIIAN oleh
PIHAK KEDUA dari PIHAK PERTAMA.
Dalam hal batas waktu pengajuan perpanjangan yang tercantum pada ayat (2) Pasal ini
terfewati dan PIHAK PERTAMA tidak atau belum mengajukan permohonan secara tertulis
perihal perpanjangan tersebut, maka PIHAK PERTAMA dianggap tidak berkehendak untuk
memperpanjang PERJANJIAN inl, dan oleh karenanya PIHAK KEDUA berhak memberikan
kesempatan kepada pihak lain untuk memanfaatkan Objek atau dipergunakan sendiri oleh
PIHAK KEDUA.
PIHAK KEDUA berwenang penuh untuk mengabulkan atau menolak permohonan perpanjangan
PERJAMJIAN yang diajukan PIHAK PERTAMA.
Dalam hal perpanjangan PERJIANJIAN disetujul, PIHAK KEDUA berwenang penuh untuk
menambah dan atau mengubah ketentuan dan syarat-syarat perjanjian yang akan dituangkan
dalam perjanjian yang baru dengan kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 1S
PENGAKHIRAN

PERJANJIAN ini dapat diakhiri sebefum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 16 apabila:

a. adaketentuan peraturan perundang-undangan dan atau kebijakan Pemerintah yang tidak
memungkinkan berlangsungnya PERJANJIAN ini; :

b.  salah satu PIHAK atau PARA PIHAK tidak melakukan kewajibannya sesuai ketentuan dan
syarat-syarat yang ditetapkan dalam PERJANJIAN ni; dan
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(3)

(4)

{5)

(6)
(7)

{8)

{1)

C. PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA berkehendak mengakhiri PERJANJAN secara
sepihak.

PIHAK KEDUA berhak dengan segera mengakhiri PERIAMJIAN ini dengan terlebih dahulu

memberikan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK PERTAMA tentang pengakhiran

PERJANJIAN, apabila terjadi peristiwa-peristiwa sebagai berikut:

a. PIHAK KEDUA akan menggunakan Objek untuk kepentingan dinas PIHAK KEDUA setelah
sebelumnya melakukan pemberitahuan paling lambat 3 {tiga} bulan sebelum tanggal
penggunaan Objel;

b. PIHAK PERTAMA melalaikan kewajiban dan/atau melanggar ketentuan yang telah
ditetapkan dalar PERJANJAN ini;

C. kegiatan PIHAK PERTAMA yang dijalankan pada Objek adalah kegiatan yang terlarang,
atau ditutup atas perintah instansi yang berwenang dan PIHAK PERTAMA tidak dapat
melaksanakan tindakan-tindakan untuk menyelesaikan secara tuntas keadaan-keadaan
tersebut dalam waktu 15 {lima belas) hari kalender setelah ada surat teguran atau perintah
atau tindakan lainnya oleh pihak yang berwenang;

d.  PIHAK PERTAMA mengalihkan tanggung jawab atas hak pemanfaatan Objek ini dengan

~ dalib apapun baik sebagian maupun keseluruhan kepada pihak lain diluar PERJANJIAN ini.

Selain oleh sebab sebagaimana dimaksud pada ayat {1) dan ayat {2), PPHAK PERTAMA dapat juga

mengakhiri PERJANJIAN ini sebelum herakhirnya jangka waktu PERJANJIAN dengan teriebih

dahuly memberitahukan secara tertulis maksud tersebut paling lambat 1 {satu} bulan sebelum
tanggal pengakhiran PERJANJNAN yang diinginkan.

Dalam hal pengakhiran PERJANJIAN diakibatkan sebab-sebab sebagaimana dimaksud pada:

a. ayat (1) huruf b daiam hal PIHAK KEDUA tidak melakukan kewajlbannya sesuai ketentuan

dan syarat-syarat yang ditetapkan dalam PERJANJIAN ini;

b. ayat (1) huruf ¢ dalam hal kehendak pengakhiran PERJANIAN lahir dari PIHAK KEDUA;

dan

c. ayat (2} hurof a,

maka Biaya Pemanfaatan yang telah dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA

akan dikembalikan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA untuk sejumlah masa pemanfaatan

Obijek yang belum dijalani dikurangi pembayaran pajak yang telah disetorkan dan biaya-biaya

lainnya apabila ada.

Pengakhiran PERJANJAN selain oleh sehab-sebab sebagaimana dimaksud pada ayat {4), Biaya

pemanfaatan yang telah dibayarkan dimuka oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA tidak

bisa dimintakan kembali ataupun dikompensasikan dalam bentuk apapun.

Dalam hal Perjanjian ini berakhir oleh sebab apapun, maka PIHAK PERTAMA wajib segera

menyerahkan Objek kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan Pasal 8 PERIANJIAN inl.

Pengakhiran PERJANJIAN dalam bentuk apapun tidak akan menghilangkan kewajiban masing-

masing PIHAK yang masih harus diselesaikan yang timbul sebelum pengakhiran PERIANJIAN

dilakukan, termasuk pembayaran biaya dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.

PARA PIHAK dengan ini sepakat untuk mengesampingkan berlakunya Pasal 1266 dan 1267 Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata sejauh mengenai pengakhiran PERJANJIAN.

PASAL 19
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadinya perbedaan atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan
PERJANJIAN ini, PARA PIHAK sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

1)




(2)

)

{2)

(3)

(4)

(1)

Apabila tidak tercapai mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ni, PARA PIHAK
sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan Negeri Ja karta Pusat.

PASAL 20

KORESPONDENS!
Komunikasi yang berhubungan dengan PERJANJIAN ini, wajib disampaikan secara tertulis dan
dikirim langsung dengan mendapat suatu tanda bukti terima atau dikirim dengan pos kilat

khusus kepada alamat PARA PIHAK sebagai berikut:
a. PIHAK PERTAMA

Alamat . Bagian Rumah Tangga Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Gedung Ali Wardhana, Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 2-4 Jakarta
Pusat 10340,

Telepon : {021) 3522001

Faksimile : {021) 3441263

b. PIHAK KEDUA
Alamat : PT Pos Properti Indonesia
RO Jakarta,
Gedung Pos Ibukota, Lantal 2
~ Jalan Lapangan Banteng No.1 Jakarta Pusat
Telepon : -
Faksimile 1 -

Setiap pemberitahuan dan korespondensi ke alamai atau nomor faksimili tersebut di atas,

dianggap telah diterima atau disampatkan:

a. pada hari yang sama apabila diserahkan langsung dan dibuktikan dengan tanda tangan
penerimaan pada buku pengantar surat {ekspedisi) atau tanda terima lain yang diterbitkan
oleh pengirim; '

b. pada hari dan tanggal yang tercantum pada bukti terima, apabila dikirim melalui jasa
pengiriman dokumen milik PIHAK KEDUA; '

c. pada hari yang sama, apabila dikirim melalui faksimili dengan ketentuan mesin pengiriman
faksimili menerbitkan laporan yang menunjukan bahwa gengiriman melalui faksimilt telah
berhasi. '

Jika terjadl perubahan alamat korespondensi yang tercantuim dalam Perjanjian ini, maka PIHAK
yang mengubah alamat wajib untuk memberitahukan secara tertulis perubahan tersebut kepada
PIHAK lainnya dalam jangka waktu paling lambat 7 {tujuh) hari kerja setelah perubahan alamat
itu terjadi atau difakukan. :

Segala konsekuensi yang timbul akibat keterlambatan pemberitahuan kepada PIHAK lainnya
sepenuhnya menjadi resiko dan tanggung jawab PIHAK yang melakukan perubahan alamat
tersebut. :

PASAL 21

ANTI SUAP DAN ANTI KORUPSI
PARA PIHAK menyatakan bahwa masing-masing PIHAK telah mengetahui seluruh peraturan
perundang-undangan anti suap dan ant korupsi {"Peraturan mengenai Anti Suap dan Anti
Korupsi®) dalam setiap transaksi bisnis dan kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan
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(1)

Perjanjian ini, dan tidak akan meiakukan tindakan apapun yang melanggar Peraturan mengenai
anti suap dan anti korupsi. Oleh karena itu, PARA PIRAK dengan ini setuju bahwa:

a. Tidak akan mempekerjakan/mempertahankan orang yang merupakan pejabat
pemerintah atau karyawan, termasuk karyawan dari korporasi, agen, atau badan
yang dimiliki atau dikendalikan oleh pemerintab, kecuali jika jasa yang
dipertahankan adalah pekerjaan konsultasi yang tulen dan jika diperlukan pejabat
vang dipertahankan telah memperoleh persetujuan oleh otoritas/pemberi kerja
vang kompeten untuk layanan konsultasi yang dirmaksud;

b. PARA PIHAK tidak akan secara langsung maupun tidak langsung membayar,
menawarkan atau berjanji untuk membayar atau mengalihkan apapun dengan nilai
berapapun kepada pejabat atau karyawan pemerinta h, atau kepada partai politik atau
kandidat untuk jabatan politik, dengan tujuan untuk mempengaruhi pengambilan
keputusan yang menguntungkan bisnis PIHAK lainnya yang bertentangan dengan
Peraturan mengenai Anti Suap dan Anti Korupsi;

c. PARA PIHAK akansegera memberitahukan PIHAK lainnya secara tertulis dalam hal
orang yang dipekerjakan atau terasosiasi dengan salah satu PIHAK menjadi pejabat
pemerintah, pejabat, atau kandidat partai politik, kecuali jasa yang dipertahankan
adalah  pekerjaan konsultasi yang tulen dan jika diperlukan pejabat yang
dipertahankan telah memperoleh persetujuan seperfunya dari otoritas/pemberi
kerja yang kompeten untuk layanan konsultast yang dimaksud;

d. PARA PIHAK akan memelihara catatan yang benar dan akurat sesuai kebutuhan
untuk mendemonstrasikan kepatuhan terhadap Perjanjian dan akan menyediakan
PIHAK lainnya sertifikasi tertulis atas kepatuhan tersebut berdasarkan permintaan
yang sederhana

e. Jika salah satu PIHAK gagal untuk mematuhi ketentuan apapun dalam Perjanjian
ini, kegagalan tersebut harus dianggap sehagai pelanggaran yang material terhadap
Perjanjian ini, dan atas kegagalan tersebut, PIHAK yang mematuhi  ketentuan
mempunyai hak untuk memutuskan perjanjian ini secepatnya dengan pemberitahuan
tertulis kepada PIHAK lainnya tanpa penalty atau kewaljipan apapun juga.

PARA PIHAK harus memenuhi, dan harus memastikan bahwa masing-masing dari pemimpin,
pemilik, pemegang saham, pejabat, direksi, karyawan dan agen mernatuhi, semua peraturan
perundang-undangan anti suap dan korupsi yang berlaku dalam setiap transaksi bisnis dan
kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan Per]anjian ini. Segala perubahan dan hal-hal yang
belum ada / belum cukup diatur dalam Pevjanjian ini, akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK
dan dituangkan sebagai Amandemen (aturan perubahan) atau Addendum {aturan tambahan)
dan akan ditandatangani oleh PARA PIHAK yang merupakan saty kesatuan dan bagian yang
mengikat dan tidak térpisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 22
INTEGRITAS
Datam rangka pelaksanaan Perjanjuanini, maka PARA PIHAK:

a. Berjanji untuk melaksanakan  Perjanjian ini secara professional dan tidak
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara
Republik Indonesia;

b. Tidak akan memberikan atau berjanji memberikan kepada atau menerima dari
pihak manapun sesuatu apapun yang dapat dikategorikan asebagal gratifikasi
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik
Indonesia
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¢ Berjanjl memAstiian setsp orang ate pihak yang bertindak mewakill atau yaug
berada dalam contrel  masing-masing  PIHAK,  antara i Raryawan, pegawal,
Direkst, atou pilak ketiga Winmgs untuk mematuhi dan menjalankan keteriuan Pasal
141
d, Segala perubahan dan hal-hal yang belum ada / belum cukup diatur dalam Perjan|ian
Ind, Wkan diatue ebih lanjul oleh PARA PIHAK dan dituangkan sebagal Amandemen
{aturan perubaban) atau Adddendurm [aturan tamhahan) dan akan dirandatangani okith
PARA PHAK yang merupakan saty lesatuan dan baglan yang mengikat dan tidak
rerpinahkan dari Perjan]ian im,
Dilam rangka peneragan tata Kelola yang baik (Good Corporate Governance) di masing-maiing
PIHAK, jika datam proses pelahsanaan Parfanjian il salahsatu PIHAK mengetahul adanya
Tindakan kecurangan, pelanggoran peraturan  =au ik, benturan  kepentingan,
penyuapan/gratifikas, maupun kelakuan tidak atis yang dilakukan pleh pegrwal salab satu
PIHAK, agar melaporkan metlalul perwakdlon baglan Good Corporate Governance di masing-
masing PIHAK

PASAL 23
KETENTUAN LAIN-LAIN

Segala perubahan dan tal-hal yang belum ada / belum cukup distur dalam Perjanjian i, akan
dilatur bebil lanjut oleh PARA PIHAR dan dituangkan sebagal Amanedemen |aturan perubahin)
atau Addendum (aturan tambahan | dan akan ditandatangani cleh PARA FIHAK yang merupakan
sty kesatuan dan bagian yang mengikat dan tidak terpisalikan dan Perjanjian inl.
Ketentuan-ketentuan dalam PERIANJIAN 0| tidak dapat ditalsirkan sebagai bentuk akthhsfitas
kerjasarma di antar PAILA PIHAK. sehingga PARA PIHAK teiap s laiksunakan hevja sama dEngan
pihak lainmyn datan keglataniys geharisehan

PASAL 24
PENUTUR

PERJANNAN inl dibuat dan ditsndatangani olgh PARA PIHAK pada hari, tanggal dan tempat
sebagnimana disebaikan i awdl PERTANBAN ini, dan dibart dalam ranghap 2 {dua) sl sectn dibubuhl
metera) culup, dan birlak sebafal alat bukhl yang mempuiryal kekuatan hukum ying sama.

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PT P05 PROPERTI INDONESIA,
PEREKDNOMIAN,
N
AT
RIGY ABDUL MAD!
PEIABAT PEMBUAT KOMITMEN KEGIATAN Chief Oparating Offlcer

2434,2490
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PETUANIIAN
ANTARA
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
DENGAN
PT POS PROPERT! INDONESIA
TENTANG
PEMANFAATAN ASET MILIK PT POS INDONESIA (PERSERO)
YANG DIKELOLA OLEM PT POS PROPERTI INDONESIA LNTUK RUANG KERIA KANTOR
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

Warmior : Pmymunﬂfﬂwmuﬁ
Homar @ PES-A13/PrE SET./SEWARLIANG /072025

Pada harl Inl, Selaza tanggal saty bislan i tahun dus ibo dus puluh Dma bestempat d Jakars, yang
bertanda tangan dibawah ini:
I, Wama 1 Hergy Cahyono
Iabatan . Pajabat Pembuat Komitmien Kegiatad 2488 dan 2400

Dalamm hal inl bertirdak untuk dan stas noma Direksi KEMENTERIAN KOORDINATOR DIDANG
PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA yang berkedudukan di berkedudulan di )l Lapangan
Banteng Timur No. 2-4 jakarta Pusar, Berdmarkan Surst Keputusan Kepala Biro Kinerja dan Ket|a
Sama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomisn selaky Kussa Pengguns Anggaran nomor
15 Tuhun 2025 tentang Penetspan PPK, BPP, SPE dan Petugas Administrasi KPA di Lingkungan
Kamenterlan Koordinator Bidang Perekopomian, berkedudukon di Gedung All Wardhana
Kementerian Koordinator Bidang Perakanamian, demikisn sah bertindak mewakill Dirskst untuk
dan atas nama KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREXONOMIAN REPUBLIK, yang
sefanjutnys disebut sebagal PIHAK PERTAMA

il MNama ¢ Aldhits Prayodhiputra
labatan ¢ Chief Commarcial Officer
Dalam hal ink bertindak untub dan atas nama Direksi T Pos Propertl Indonesia, suatu Persercan
Terbatas yung didivikan berdasarkan huhum negara Republik indonesls, berkedudukan df Bandung.
beralamat di Graha Pos Indonesia Jatan Banda nomor 30 Bandung 40115, yang didirtkan berdasarikan
Akts Molaris Depsi Witanti Kusumaningtyas, SH,SpN Nemor 35 tanggal 31 Desember 2013 dan izin
Menter Hukum dan Hak Asast Monesia Republilh indonesia dengan keputusan Nomor @ AHL-18137-

PIHAK :Erm i ’r-i{"’g;




AH.01.01 Tahun 2014 tanggal 25 April 2014, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Akta Notaris
Nomaor 01, tanggal 06 tanuari 2025 dibuat di hadapan Rahma Fitriani, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di
Kabupaten Bandung, dan telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia berdasarkan keputusan No. AHU-AH-01.09.0002431, tanggal 08 Januari 2025 demikian sah
bertindak mewakili Direksi untuk dan atas nama PT Pos Properti Indonesia, yang selanjutnya disebut
sebagai PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK
terlehih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1.

Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan
koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan Kementerian dalam penvelenggaraan
pemerintahan di bidang perekonomian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden No.
143 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian,

Bahwa PIHAK KEDUA adalah Badan Usaha yang bergerak di bidang properti, sekaligus
pengelola aset berupa tanah dan bangunan Gedung Pos Ibukota Jakarta yang terletak di Jalan
Lapangan Banteng Utara Nomor 1 Jakarta Pusat 10710,

Bahwa PIHAK PERTAMA bermaksud memanfaatkan aset berupa ruangan milik Pos Indonesia
{Persero) yang dikelola oleh PIHAK KEDUA untuk ruangan kerja PIHAK PERTAMA.

Bahwa PIHAK KEDUA bersedia menyediakan asset ruangan milik Pos Indonesia (Persero) yang
dikelola oleh PIHAK KEDUA dan furniturnya, untuk ruangan kerja PIHAX PERTAMA

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian adalah sebagaimana dimaksud dalam
Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian
Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029 {Lembaran Negara Republik indonesia
Tahun 2024 Nomor 249); Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 250);
Peraturan Presiden Nomor 143 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang
Perekbnomian {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomeor 338); Peraturan
Menteri Koordinator Bidang Perekenomian Nomor 15 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Berita Negara Republik indonesia
Tahun 2024 Nomor 923);

PT Pos Properti Indonesia adalah Badan Usaha vang bergerak di bidang properti, sekaligus
pengelola aset berupa tanah dan bangunan Gedung Pos Ibukota Jakarta yang terletak di Jalan
Lapangan Banteng Utara Nomor 1 Jakarta Pusat 10710,

Dengan dibuatnya Perjanjian ini PIHAK PERTAMA bermaksud untuk menambah pemanfaatan
ruangannya untuk ruangan kerja MIHAK PERTAMA.

Dengan tetap memperhatikan kedudukan, tugas, dan fungsi masing-masing, PARA PIHAK dengan ini
bersepakat untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Sewa Menyewa tentang

Pema

nfaatan Aset Milik PT Pos Indonesia (Persero} Untuk Ruang Kerja dan Ruang Rapat di lantai 4, 5,
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6 serta akses lift belakang (untuk selanjutnya disebut "PERIANJIAN") dengan ketentuan sebagai

berikut;

PASAL1
PENGERTIAN UMUM

Selama tidak ditentukan lain, PARA PIHAK sepakat untuk mendefinisikan pengertian di bawah
sebagal berikut:

1. Pemanfaatan Ruangan adalah pemanfaatan ruangan milik PT Pos Indonesia (Persero) yang
dikelola PIHAK KEDUA olch PIHAK PERTAMA dalam jangka waktu selama 3 (tiga) bulan kepada

PIHAK KEDUA.

2. Objek Pemanfaatan Ruangan (untuk selanjutnya disebut "Objek") adalah ruangan millk PT Pos
Indonesia (Persero) yang dikelola PIHAK KEDUA yang terletak di Lantal 4,5, dan 6 Gedung Pos

Ibukota Jakarta jalan Lapangan Banteng Utara No. 1 Jakarta Pusat 10710.

3. Biaya Pemanfaatan Ruangan (untuk selanjutnya disebut "Biaya Pemanfaatan”) adalah sejumlah
uang yang telah disepakatl PARA PIHAK atas Objek yang harus dibayar oleh PIHAK PERTAMA

kepada PIHAK KEDUA untuk selama Jangka waktu PERIANJIAN.

4. Blaya Servis adalah sejumiah blaya yang telah disepakati yang harus dibayar PIHAK PERTAMA
kepada PIHAK KEDUA sebagal blaya perawatan dan kebersihan gedung secara umum (bukan
merupakan biaya perawatan dan kebersihan secara khusus pada Objek) untuk selama jangka

waktu PERJANJIAN.

5. Kantor adalah ruangan tertentu yang digunakan oleh PIHAK PERTAMA sebagai Ruang Kerja

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

PASAL 2
MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan darl PERIANJIAN ini adalah sebagal dasar kerja sama bagi PARA PIHAK untuk

pemanfaatan asset berupa Objek yang akan digunakan oleh PIHAK PERTAMA untuk ruangan kerja

PIHAK PERTAMA pada lokasi yang disepakati bersama.

PASAL 3
RUANG LINGKUP
Ruang lingkup PERJANJIAN ini meliputi:

a.  penyediaan aset berupa Objek milik PIMAK KEDUA yang akan dimanfaatkan oleh PIHAK
PERTAMA untuk ruangan kerja PIHAK PERTAMA pada lokasi Gedung Pos Ibukota, Jalan

Lapangan Banteng Utara No. 1 Jakarta 10710,

b.  penyediaan fasilitas pendukung yang diperiukan oleh PIHAK PERTAMA untuk mendukung

operasional pemanfaatan Objek yang akan dimanfaatkan oleh PIHAK PERTAMA,

C. pengaturan pemanfaatan Objek yang akan digunakan oleh PIHAK PERTAMA sesuai dengan

ketentuan yang beriaku.

|_PIHAK PERTAMA | _ PIHAK KEDUA
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(1)

(2)

(3)

(4)

PASALA
BIAYA PEMANFAATAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN
Biaya pemanfaatan Objek selama jangka waktu PERJANJIAN  ini
Rp3.950.302.276,- {tiga miliar Sembilan ratus lima puluh juta tiga ratus dua ribu d
tujuh puluh enam rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai, dengan perinciar
berlkut

Jenis Jasa _hﬁs____(ﬁ’l .' Harga Satuan .lumlah | :_.I_ti'rt_llé

R e "(Rp) | Bulan' [
Sewa Ruang Lt. 4 (Full| 1.300,00 196.359 3 7
Furnished) _
Sewa Ruang Lt. 5 (Space Only) | 2.981,32 142.191 3 1.2
S D Lt .

ewa Ruang TPID Lt. 6 (Space 402,00 _142 191 3 "
Only)

Lobby Ut . 1!

y Utama & Ruang Rapat 264,92 196.359 3

Lt. 6 (Fulf Furnished)
Service Charge 4,948.92 46.322 3 6¢
Rang SNKI (lantai &) (full] 479,49 196.359 3 2%
furnished)
Sevice charge 479,49 46.322 3 €
Ruang SPNBE {full furnished) 425,55 196.353 3 2c
Service Charge 425,55 46.322 3 £
Ruang Kerja Lt. 6 {Space only) 422 142.191 3 1€
Service charge 422 46.322 3 £
Total o T T 395

.Terbilang Tiga mlllar Sembllan ratus Iima puluh juta tlga ratus dua rlbu dua ratus tu
enam ruplah R . ; . . )

PIHAK PERTAMA wajib melunasi Biaya Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada

secara lunas selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah diterimany
tagihan/involce yang dibuat oleh PIHAK KEDUA.

Pelunasan Biaya Pemanfaatan sebesar jumlah yang tercantum pada ayat {1) dilakukan oleh
PIHAK PERTAMA dengan cara pemindahbukuan {transfer) ke rekening bank PIHAK KEDUA
sebagai berikut : :

Atas Nama ' .+ PTPos Properti Indonesia
Bank : BNl Cabang Perintis Kemerdekaan Bandung
Nomor Rekening 1 6676677898

Biaya yang timbul akibat proses pemindahbukuan termasuk namun tidak terbatas pada bea
RTGS {Real Time Gross Settlement) dan bea meterai menjadi beban PIHAK PERTAMA.

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA
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(2)
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{2)

PIHAK PERTAMA wajib menyampaikan kopi (salinan) bukti transfer pelunasan Biaya

. Pemanfaatan kepada PIHAK KEDUA,

Pelunasan Biaya Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggap telah dilakukan

‘oleh PIHAK PERTAMA apabila telah dibukukan efektif pada rekening bank PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA wajib menanggung semua biaya pernasangan dan biaya pemakaian
listrik/telepon setiap bulannya (khusus biaya pemakaian listrik yang setiap bulannya dihitung
berdasarkan jumlah pemakaian dari kwh meter).

PASALS
PAJAK DAN BIAYA LAIN
Kewajiban perpajakan masing-masing PIHAK atas Jjasa pemanfaatan Objek dalam PERIANNAN
ini adalah: : :
a.  kewajiban PIHAK PERTAMA: i

1)  memotong dan menerbitkan bukti pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang
Perpajakan atas jasa pemanfaatan Objek yang diterima oleh PIHAK PERTAMA,;

-2)  menyetorkan PPh Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perpajakan ke Kas Negara
melaporkannya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP);

3)  menyerahkan bukti pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perpajakan
vang sah kepada PIHAK KEDUA paling lambat tanggal 20 {dua puluh) setelah
pembayaran pajak pada Masa tersebut;

4)  memungut dan menyetorkan Pajak Pertarmabahan Nilai {PPN) ke Kas Negara dan
menyerahkan bukti bayar {Surat setoran pajak/ID Billing} kepada PIHAK KEDUA
paling lambat Tanggal 20 {dua puluh} setelah pembayaran pajak pada Masa
tersebut.;

b.  Kewajiban PIHAK KEDUA:
1) menerbitkan faktur pajak atas jasa pemanfaatan Objek yang diterima dari PIHAK
PERTAMA,;
2) menyerahkan faktur pajak yang sah sebagai lampiran surat tagihan/invoice
kepada PIHAK PERTAMA;
3) melaporkan faktur pajak dan bukti penyetoran PPN atas jasa pemanfaatan Objek
yang diterima dari PIHAK PERTAMA ke Kantor Pelayanan Pajak. '
Segala biaya lain yang timbul akibat penempatan dan pengoperasian Media Jklan Luar Ruang
milik PIHAK PERTAMA, menjadli beban/tanggung jawab dan harus dibayar sepenuhnya oleh
PIHAK PERTAMA

PASALS
PENATAAN OBJEK

PIHAK PERTAMA diperbolehkan melakukan penataan Objek secara tidak permanen (tidak
merubah bentuk dan fungsi bangunan yang ada) dengan biaya sepenuhnya ditanggung oleh
PIHAK PERTAMA, dengan terlebih dahuly mengajukan desainnya untuk disetujui oleh PIHAK
KEDUA,

Apabila PIHAK PERTAMA dalam melakukan Penataan Objek tidak sesuai dengan desain yang
disetujui PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA berhak dan berwenang penuh untuk meminta

PIHAK PERTAMA PIHAK KEQUA
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(3}

(1)

{2}

(1)

(2)

(3}

PIHAK PERTAMA melakukan pembongkaran dengan biaya sepenuhnya ditanggung oleh PIHAK
PERTAMA.

PIHAK PERTAMA wajib membavyar ganti rugi kepada PIHAK KEDUA dan/atau pihak lain atas
semua kerugian yang diderita PIHAK KEDUA dan/atau pihak Jain sebagai akibat dari pelaksanaan
penataan Objek atau sebagai akibat dari adanya tuntutan pihak lain berkenaan dengan
pelaksanaan penataan Objek tersebut.

PASAL7
PENGGUNAAN OBJEK
PIHAK PERTAMA sepakat bahwa penggunaan Ohjek hanya untuk keperluan sebagaimana yang
tercantum dalam Pasal 2 PERJANJIAN ini.
Hak atas pemanfaatan Objek berdasarkan PERIANJIAN ini tidak dapat dialihkan oleh PIHAK
PERTAMA kepada pihak lain manapun dan dengan cara apapun,

PASAL 8

PENGEMBALIAN OBJEK
Pada tanggal berakhirnya PERJANJIAN ini atau setelah pengakhiran lebih awal PERJANJIAN ini,
maka PIHAK PERTAMA wajib mengembalikan Objek kepada PIHAK KEDUA dalam keadaan
bersih, terawat, kosong dari barang-barang milik PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 15 (lima
belas) hari kalender sesudah tanggal berakhirnya PERIANJIAN. :
Sebelum pengembalian Objek dilakukan oleh PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA berhak untuk
melakukan pengecekan dan pemeriksaan pada Objek dengan didampingi PIHAK PERTAMA
sebelum berakhirnya jangka waktu PER.IANJIAN atau sebelum pengakhiran lebth awal dari
PERJANJIAN ini.
Apabila setelah lewat dari 15 (fima belas) hari kalender sejak tanggal PERJANJIAN berakhir atau
diakhiri dan PIHAK PERTAMA belum mengembalikan Objek kepada PIHAK KEDUA dalam
keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka berdasarkan PERJANMAN ini PIHAK
PERTAMA memberi kuasa dan wewenang penuh kepada PIHAK KEDUA untuk melakukan
tindakan untuk mengosongkan Objek dari barang-barang milik/kepunyaan siapapun juga yang
berada/disimpan dalam Objek.

PASALS
HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PIHAK PERTAMA

Selama PERJANJIAN berlangsung, maka PIHAK PERTAMA mempunyai hak, kewajiban dan tanggung
jawab sebagai berikut;

a.

berhak untuk menempati Objek dengan rasa aman dari gugatan pihak lain yang menyatakan
berhak atas Objek.

berhak untuk menambah jaringan telepon dan daya listrik atau instalasi listrik beserta
perlengkapannya dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan PIHAK KEDUA dengan biaya
sepenuhnya menjadi beban/tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA
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wajib membayar Biaya Pemanfaatan (berikut dendanya jika ada) serta biaya-biaya lain yang
ditentukan dalam PERJANJIAN ini secara benar dan tepat waktu.

pada Objek tidak menyimpan, menimbun, memasarkan atauy membiarkan disimpan bahan-
bahan yang mudah terbakar, mudah meledak, senjata api, narkoba atau bahan-bahan lain yang
membahayakan dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
membebaskan PIHAK KEDUA dari segala tuntutan ganti rugi atas kehilangan atau kerugian yang
terjadi baik sebagian maupun keseluruhan barang atau harta benda PIHAK PERTAMA vang
diakibatkan adanya peristiwa pencurian, perampokan, penjarahan, kebakaran, bencana atam,
kerusuhan atau sebab-sebab lain selama jangka waktu PERJANJIAN ini kecuali dapat dibuktikan
bahwa kehilangan atau kerugian tersebut terjadi akibat kelalaian atau kesengajaan PIHAK
KEDUA,

wajib turut serta menfaga keamanan, ketertiban dan kenyamanan pada lingkungan sekitar Objek
terhadap upaya-upaya pihak luar yang dapat merugikan dan/atau merusak Objek.

menjamin bahwa PIHAK PERTAMA tidak akan mengalihkan tanggungjawab atas hak
pemanfaatan Objek dengan dalih apapun baik sehagian maupun keseluruhan kepada pihak lain
diluar PERJANJIAN ini, PIHAK PERTAMA harus selalu menjaga kepentingan PIHAK KEDUA terkait
dengan pelaksanaan PERJANJIAN ini agar tidak ada permasalahan yang timbul selama dan
setelah berakhirnya PERJANJIAN ini.

wajib mengosongkan Objek apabila PERIANJIAN berakhir dan tidak diperpanjang lagi dengan
btaya sepenuhnya ditanggung PIHAK PERTAMA.

wajib untuk mendapatkan semua perifinan dan persetujuan yang diperlukan dari instansi terkait
untuk kegiatannya sesuai tugas pokok dan fungsi PIHAK PERTAMA.

wajib mentaati dan melaksanakan semua ketentuan yang tertuang dalam PERJANIIAN ini
dengan sebaik- baiknya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

PASAL 10
HAK, KEWAJBAN DAN TANGGUNG JAWAB PIHAK KEDUA

Selama PERJANJIAN berlangsung, maka PIHAK KEDUA mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab
sebagai berikut:

a.

berhak menetapkan Objek berikut ketentuan-ketentuannya;

berhak atas pembayaran biaya (berikut dendanya apabila ada) sesuai dengan ketentuan dalam
PERJANJIAN ini,

Menjamin kepada PIHAK PERTAMA bahwa Objek terbebas dari gugatan pihak manapun termasuk
PT Pos Indonesia {Persero} yang menyatakan berhak atas Objek;

mengizinkan karyawan atau pihak-pihak yang berkepentingan dengan PIHAK PERTAMA untuk
memasuki Objek guna melakukan aktivitas yang terkait dengan pelayanan dan operasional PIHAK
PERTAMA pada jam kerja.

wajib menjaga keamanan, ketertiban dan kenyamanan pada lingkungan sekitar Objek terhadap
upaya pihak luar yang dapat merugikan dan/atau merusak Objek yang dimanfaatkan PIHAK
PERTAMA.

menjamin semua.fasilitas yang menjadi kewajiban PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12 dapat diberikan/dipenuhi kepada PIHAK PERTAMA.

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA
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g. wajib mentaati dan melaksanakan semua ketentuan yang tertuang datam PERIANJIAN ini dengan i
sebaik-baiknya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. i

PASAL 11
PERNYATAAN DAN JAMINAN S

PARA PIHAK dengan inl menyatakan dan menjamin PIHAK lainnya dalam PERJANJIAN ini sebagai

berikut:

a. masing-masing PIHAK berwenang membuat, melangsungkan dan melaksanakan PERIANJIAN ini
dan dokumen lain sehubungan dengan PERJANJIAN ini, serta telah melaksanakan semua tindakan
dan persyaratan yang disyaratkan untuk sahnya pembuatan, penandatanganan dan pelaksanaan
PERJANJIAN ini dan dokumen lain sehubungan dengan PERJIANJIAN ini.

b. PERJANJIAN ini dan dokumen lain yang terkait dengan PERJANJIAN ini adalah sah, berlaku dan
mengikat sah dan menimbulkan kewajiban hukum terhadap PARA PIHAK, sesual dengan syarat
dan ketentuan yang tercantum di dalamnya.

C. setjap izin, pemberian kewenangan atau persetujuan vang diperlukan oleh PARA PIHAK
sehubungan dengan pelaksanaan, penyerahan, keabsahan, keberlakuan PERJANJAN ini atau
pelaksanaannya oleh PARA PIHAK atas kewajibannya menurut PERJANJIAN ini telah diperoleh
atau dibuat dan berlaku penuh,

d. PIHAK PERTAMA menyatakan dan menjamin untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-
undangan maupun peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah termasuk memenuhi segala
perijinan yang diperlukan sesuai tugas pokok dan fungsi. :

e. PIHAK PERTAMA menjamin sepenuhnya bahwa dalam melaksanakan kegiatan usahanya pada
Objek tidak akan mengganggu fungsi fayanan Kantor Pos, komunikasi dan jaringan virtual milik ;
PIHAK KEDUA sepanjang terkait dengan Obyek.

f. apabila PIHAK PERTAMA dalam melaksanakan keglatan usahanya pada Objek mengakibatkan :
timbulnya gangguan atau tidak berfungsinya jaringan virtual atau rusaknya sarana dan/atau -
prasarana PIHAK KEDUA sepanjang terkait dengan Objek, maka PARA PIHAK sepakat- untuk '
menentukan kerugian yang timbul dan PIHAK KEDUA berhak menuntut dan mendapat ganti rugi
dari PIHAK PERTAMA,

PASAL12

FASILITAS
PIHAK KEDUA wajib menyediakan fasilitas untuk PIHAK PERTAMA terkait pelaksanaan _:
PERJANIAN ini sebagai berikut; i

a. keamanan lingkungan sekitar gedung tempat Objek {secara umumj;

b. kebersihan lingkungan sekitar gedung tempat Objek (secara umum);

c. Area Parkir khusus untuk Pejabat Eselon | dan |l PIHAK PERTAMA;

d. 2 line telepon di luar biaya pemakaian;

e. 1line fax di luar biaya pemakaian;

f.  pasokan Air bersih yang layak digunakan untuk termasuk namun tidak terbatas pada toilet,
dapur/pantry;

g. aliran listrik masing-masing Objek di luar biaya pemakaian.yang aktif selama melaksanakan
perkerjaan;

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA
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(1)
{2}

(3)

(4)

{5}

(6)

(1)

{2)

h. akses khusus pintu masuk dan lift termasuk penataan Lobby Kemenko Bidang Perekonomian
di lantal 2 untuk PIHAK PERTAMA, tamu PIHAK PERTAMA, atau pihak yang berkepentingan
untuk PIHAK PERTAMA.,

I ruang/tempat/space untuk PIHAK PERTAMA dapat memasang dan mengoperasikan Media
Iklan Luar Ruang, Banner, Spanduk, atau Media lain vang diperlukan sesuat kesepakatan PARA
PIHAK.

PASAL 13
KOMPENSASI

Apabila PIHAK KEUDA tidak dapat memberikan fasilitas yang dibutuhkan PIHAK PERTAMA, maka
PIHAK KEDUA wajib memberikan kompensasi kepada PIHAK PERTAMA.
Kompensasi dapat diberikan apabila memenuhi syarat;

3. Listrik mati lebih dari 2 {(dua) jam.

b.  Tidak tersedia air bersih selama Jam operasional kantor.
Kompensasi yang diberikan berup pengrangan gihan Listrik PIHAK PERTAMA. Perhitungan
pemberian kompensasi sebesar 1/1600 (1 per mil) dari nilal kontrak per hari {fasilitas tidak
tersedia). Nilai kompensasi akan menjadi pengurang tagihan biaya Listrik periode bulan
berkenaan.

PASAL 14

HUBUNGAN KERJA
PIHAK PERTAMA tidak mempunyai ikatan hukum apapun yang mendasarkan hak dan kewajiban
terhadap PT Pos Indonesia (Persera) akibat Perjanjian ini.
PIHAK PERTAMA hanya mempunyai ikatan hukum dengan PIHAK KEDUA sesuai dengan
ketentuan yang tertuang dalam Perjanjian ini sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Dalam hal terjadi sengketa antara PIHAK KEDUA dan PT Pos Indonesia (Persero) selaku pemilik
aset yang dikelola oleh PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA harus dibebaskan atas segala tanggung
iawab/kewajiban yang dituntut oleh PT Pos Indonesia (Persero}.

PASAL 15
KERIA SAMA PENGUSAHAAN DAN PENGELOLAAN ASET

PIHAK KEDUA sebagai pengelola aset milik PT Pos Indonesia (Persero} terkait yaitu, dengan
ditandatanganinya PERJANJIAN ini menyatakan telah mempunyai Perjanjian Pengusahaan dan
Pengelolaan Aset dengan PT Pos Indonesia (Persero) terkait aset dimaksud yaitu sebuah ruangan
yang akan disewakan kepada PIHAK PERTAMA untuk menjadi ruangan kerja PIHAK PERTAMA
pada lokasi Gedung Pos Ibukota, Jalan Lapangan Banteng Utara Nomor 1 Jakarta 10710.
Perjanjian Pengusahaan dan Pengelolaan Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi
dasar kewenangan PIHAK KEDUA untuk melakukan perikatan kepada PIHAK PERTAMA dalam
rangka pengusahaan dan pengelolaan Aset dimaksud.

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA
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PASAL 16

FORCE MAJEURE (KEADAAN MEMAKSA)
Yang dimaksud dengan force majeure dalam PERJIANJIAN ini adalah kejadian atau peristiwa yang
secara layak dan patut tidak dapat dihindarkan atau dielakkan atau berada diluar kemampuan
manusia untuk menghindarkan kejadian atau peristiwa tersebut, yaitu kejadian peristiwa
peperangan {yang dideklarasikan), huru-hara, sabotase, pemberontakan, bencana alam (gempa
bumi, banjir, tanah longsor, kebakaran dan bencana alam lainnya), wabah penyakit, kebijakan
{sebagaimana diumumkan oleh instansi yang berwenang), pemogokan umum, perubahan
ketetentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah atau instantsi terkait, yang
dapat mengakibatkan tidak terlaksananya PERJIANIIAN ini,
Dalam hal terjadinya force majeure sebagaimana dimaksud pada ayat {1), maka PIHAK yang
terkena force majeure wajib segera memberitahukan keadaan tersebut kepada PIHAK lainnya
selambat-lambatnya 15 {lima belas) hari terhitung sejak terjadinya keadaan force majeure
tersebut.
Keterlambatan atau kelalaian PARA PIHAK dalam memberitahukan terjadinya force majeure,
mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa tersebut sebagai force majeure oleh PIHAK lainnya.
PARA PIHAK sepakat bahwa setiap permasalahan yang timbu) sebagai akibat dari kejadian atau
peristiwa force majeure atau menyebabkan tidak terlaksananya PERJANJIAN ini secara tetap
akan diselesaikan secara musyawarah. '

PASAL 17

JANGKA WAKTU PERJANJIAN
PERJANJIAN ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan, terhitung sejak tanggal 1 Juli 2025
sampal dengan 31 September 2025, dan secara otomatis sama dengan jangka waktu
pemanfaatan Objek,
PERJANNAN ini dapat diperpanjang dengan/tanpa perubahan ruang lingkup pekerjaan atas
kehendak PIHAK PERTAMA, dengan mengajukan permohonan tertulis kepada PIHAK KEDUA
paling lambat 2 {dua} bulan sebelum berakhimya jangka waktu PERJANJAN dimaksud pada
ayat (1),
PIHAK KEDUA akan memberikan jawaban tertulis kepada PIHAK PERTAMA paling lambat 1
(satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan perpanjangan PERIANJIAN oleh
PIHAK KEDUA dari MHAK PERTAMA.
Dalam hal batas waktu pengajuan perpanjangan yang tercantum pada ayat (2) Pasal ini
terlewati dan PIHAK PERTAMA tidak atau belum mengajukan permohonan secara tertulis
perihal perpanjangan tersebut, maka PIHAK PERTAMA dianggap tidak berkehendak untuk
memperpanjang PERJANJIAN ini, dan oleh karenanya PIHAK KEDUA berhak memberikan
kesempatan kepada pihak lain untuk memanfaatkan Objek atau dipergunakan sendiri oleh
PIHAK KEDUA, _ .
PIHAK KEDUA berwenang penuh untuk mengabulkan atau menolak permohonan perpanjangan
PERJANJIAN yang diajukan PIHAK PERTAMA.
Dalam hal perpanjangan PERJIANJIAN disetujui, PIHAK KEDUA berwenang penuh untuk

 menambah dan atau mengubah ketentuan dan syarat-syarat perjanjian yang akan dituangkan

dalam perjanjian yang baru dengan kesepakatan PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA
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PASAL 18
PENGAKHIRAN

PERJANJNAN ini dapat diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 16 apabila:

a.  ada ketentuan peraturan perundang-undangan dan atau kebijakan Pemerintah yang tidak
memungkinkan bertangsungnya PERJANJIAN ini;

b.  salah satu PIHAK atau PARA PIHAK tidak melakukan kewajibannya sesuai ketentuan dan
syarat-syarat yang ditetapkan dalam PERJANJIAN ini; dan

¢ PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA berkehendak mengakhiri PERJIANJIAN secara
sepihak.

PIHAK KEDUA berhak dengan segera mengakhiri PERIANJIAN ini dengan terlebih dahulu

memberikan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK PERTAMA tentang pengakhiran

PERJANJIAN, apabtla terjadi peristiwa-peristiwa sebagai berikut:

a.  PIHAK KEDUA akan menggunakan Objek untuk kepentingan dinas PIHAK KEDUA setelah
sebelumnya melakukan pemberitahuan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal
penggunaan Chjek;

b.  PIHAK PERTAMA melalaikan kewajiban dan/atau melanggar ketentuan yang telah
ditetapkan dalam PERJANJIAN ini;

c.  kegiatan PIHAK PERTAMA yang dijalankan pada Objek adalah kegiatan yang terlarang,
atau ditutup atas perintah instansi yang berwenang dan PIHAK PERTAMA tidak dapat
melaksanakan tindakan-tindakan untuk menyelesaikan secara tuntas keadaan-keadaan
tersebut dalam waktu 15 (lima belas) hari kalender setelah ada surat teguran atau perintah
atau tindakan lainnya oleh pihak yang berwenang;

d.  PIHAK PERTAMA mengalihkan tanggung jawab atas hak pemanfaatan Objek ini dengan
dalih apapun baik sebagian maupun keseluruhan kepada pihak lain diluar PERJANJIAN ini.

Selain oleh sebab sebagaimana dimaksud pada ayat {1) dan ayat {2), PIHAK PERTAMA dapat juga

mengakhiri PERIANJIAN ini sebelum berakhirnya jangka waktu PERJANJIAN dengan terlebih

dahulu memberitahukan secara tertulis maksud tersebut paling lambat 1 {satu) bulan sebelum
tanggal pengakhiran PERJANJIAN yang diinginkan.

Dalam hal pengakhiran PERJANJIAN diakibatkan sebab-sebab sebagaimana dimaksud pada:

a. ayat {1) huruf b dalam hal PIHAK KEDUA tidak melakukan kewajibannya sesuat ketentuan

dan syarat-syarat yang ditetapkan dalam PERIANJIAN ini;

b. ayat (1} huruf ¢ dalam hal kehendak pengakhiran PERJIANJIAN lahir dari PIHAK KEDUA;

dan.

o ayat (2) huruf a,

maka Biaya Pemanfaatan yang telah dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA

akan dikembalikan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA untuk sejumlah masa pemanfaatan

Objek yang belum dijalani dikurangi pembayaran pajak yang telah disetorkan dan biaya-biaya

lainnya apabila ada.

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA
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Pengakhiran PERJANJIAN selain oleh sebab-sebab sebagaimana dimaksud pada ayat {4}, Biaya
Pemanfaatan yang telah dibayarkan dimuka oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA tidak
bisa dimintakan kembali ataupun dikompensasikan datam bentuk apapun.

Dalam hal Perjanjian ini berakhir oleh sebab apapun, maka PIHAK PERTAMA wajib segera
menyerahkan Objek kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan Pasal 8 PERJIANJIAN ini.
Pengakhiran PERJANJIAN dalam bentuk apapun tidak akan menghilangkan kewajiban masing-
masing PIHAK yang masih harus diselesaikan yang timbul sebelum pengakhiran PERJANNAN
dilakukan, termasuk pembayaran biaya dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.

PARA PIHAK dengan ini sepakat untuk mengesampingkan berlakunya Pasal 1266 dan 1267 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata sejauh mengenai pengakhiran PERJANJIAN.

PASAL 19
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadinya perbedaan atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan
PERIANJIAN ini, PARA PIHAK sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
Apabila tidak tercapai mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, PARA PIHAK
sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

PASAL 20
KORESPONDENSI

Komunikasi yang berhubungan dengan PERJANJIAN ini, wajib disampaikan secara tertulis dan
dikirim langsung dengan mendapat suatu tanda bukti terima atauy dikirim dengan pos kilat
khusus kepada alamat PARA PIHAK sebagal berikut;

a. PIHAK PERTAMA

Alamat : Bagian Rumah Tangga Kementerién Koordinator Bidang Perekonomian
Gedung Ali Wardhana, Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 2-4 Jakarta
Pusat 10340,

Telepon : (021) 3522001

Faksimile  : {021) 3441268

b. PIHAK KEDUA
Alamat : PT Pos Properti Indonesia
Graha Pos Indonesia
Jalan Banda No 30 Bandung
Telepon D -
Faksimile : -
Setiap pemberitahuan dan korespondensi ke alamat atau nomor faksimili tersebut di atas,
dianggap telah diterima atau disampaikan:

a. pada hari yang sama apabila diserahkan langsung dan dibuktikan dengan tanda tangan
penerimaan pada buku pengantar surat (ekspedisi) atau tanda terima lain yang diterbitkan

oleh pengirim; -

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA

473-4)\, 1“4--‘,’{’



(3)

{4)

{1}

b. pada hari dan tanggal yang tercantum pada bukti terlma, apabila dikirim melalui jasa
pengiriman dokumen milik PIHAK KEDUA;

¢. pada harf yang sama, apabila dikirim melalui faksimili dengan ketentuan mesin pengiriman
faksimili menerbitkan laporan yang menunjukan bahwa pengiriman melalui faksimili telah
berhasil.

Jika terjadi perubahan alamat korespondensi yang tercantum dalam Perjanjian ini, maka PIHAK
yang mengubah alamat wajib untuk memberitahukan secara tertulis perubahan tersebut kepada
PIHAK lainnya dalam jangka waktu paling lambat 7 {tujuh) hari kerfa setelah perubahan alamat
itu terjadi atau dilakukan.

Segala konsekuensi yang timbul akibat keterlambatan pemberitahuan kepada PIHAK lainnya
sepenuhnya menjadi resiko dan tanggung jawab PIHAK yang melakukan perubahan alamat
tersebut,

PASAL 21
ANTI SUAP DAN ANTI KORUPSI
PARA PIHAK menyatakan bahwa masing-masing PIHAK telah mengetahui seluruh peraturan
perundang-undangan anti suap dan anti korupsi ("Peraturan mengenai Anti Suap dan Anti
Korupsi) dalam setiap transaksi bisnis dan kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan
Perjanjian ini, dan tidak akan melakukan tindakan apapun yang melanggar Peraturan mengenaij
anti suap dan antf korupsi, Qleh karena itu, PARA PIHAK dengan ini setuju bahwa:

a. Tidak akan mempekerjakan/mempertahankan orang yang merupakan pejabat
pemerintah atau karyawan, termasuk karyawan dari korporasl, agen, atau badan
vang dimiliki atau dikendalikan oleh pemerintah, kecuali jika jasa yang
dipertahankan adalah pekerjaan konsultasi yang tulen dan jika diperlukan pejabat
yang dipertahankan telah memperoleh persetujuan oleh otoritas/pemberi kerja
yang kompeten untuk layanan konsultasi yang dimaksud;

b. PARA PIHAK tidak akan secara langsung maupun tidak langsung membayar,
menawarkan atau berjanji untuk membayar atau mengalihkan apapun dengan nilai
berapapun kepada pejabat atau karyawan pemerintah, atau kepada partai politik atau
kandidat untuk jabatan politik, dengan tujuan untuk mempengaruhi pengambilan
keputusan yang menguntungkan bisnis PIHAK lainnya yang bertentangan dengan
Peraturan mengenai AntiSuap dan Anti Korupsi;

C. PARA PIHAK akan segera memberitahukan PIHAK lainnya secara tertulis dalam hal
orang yang dipekerjakan atau terasosiasi dengan salah satu PIHAK menjadi pejabat
pemerintah, pejabat, atau kandidat partai politik, kecuali jasayang dipertahankan
adalah  pekerjaan konsultasi yang tulen dan Jika diperlukan pejabat’ yang
dipertahankan telah memperoleh persetujuan seperlunya dari otoritas/pemberi
kerja yang kompeten untuk layanan konsultasi yang dimaksud;

d. PARA PIHAK akan memelihara catatan yang. benar.dan akurat. sesuai- kebutuhan -

untuk mendemonstrasikan kepatuhan terhadap Perjanjlan dan akan menyediakan
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PIHAK lainnya sertifikasi tertulis atas kepatuhan tersebut berdasarkan permintaan
yang sederhana
e, lika salah satu PIHAK gagal untuk mematuhi ketentuan apapun dalam Perfanjian

ini, kegagalan tersebut harus dianggap sebagai pelanggaran yang material terhadap

Perjanjian ini, dan atas kegagalan tersebut, PIHAK yang mematuhi ketentuan

mempunyai hak untuk memutuskan perjanjian ini secepatnya dengan pemberitahuan

tertulis kepada PIHAK lainnya tanpa penalty atau kewajipan apapun juga.
PARA PIHAK harus memenuhi, dan harus memastikan bahwa masfng-masing dari pemimpin,
pemilik, pemegang saham, pejabat, direksi, karyawan dan agen mematuhi, semua peraturan
perundang-undangan anti suap dan korupsi yang berlaku dalam setiap transaksi bisnis dan
kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan Perjanjian ini. Segala perubahan dan hal-hal yang
belum ada / belum cukup diatur dalam Perjanjian ini, akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK
dan dituangkan sebagai Amandemen {aturan perubahan) atau Addendum (aturan tambahan)
dan akan ditandatangani oleh PARA PIHAK yang merupakan satu kesatuan dan hagian yang
mengikat dan tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 22
e __INTEGRITAS
Dalam rangka pelaksanaar@rjan}uaninijmaka PARA PIHAK:

a. Berjanji untuk méldksanakan Perjanjian ini secara professional dan tidak
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara
Republik Indonesia;

b. Tidak akan memberikan atau berjanji memberikan kepada atau menerima dari
pihak manapun sesuatu apapun yang dapat dikategorikan asebagai gratifikasi
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik
Indonesia

. Berjanji memastikan setiap orang atau pihak yang bertindak mewakili atau yang
berada dalam control masing-masing PIHAK, antara lain karyawan, pegawai,
Direksi, atau pihak ketiga lainnya untuk mematuhi dan menjalankan ketentuan Pasal
ini

d. Segala perubahan dan hal-hal yang belum ada / belum cukup diatur dalam Perjanjian
ini, akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK dan dituangkan sebagai Amandemen
{aturan perubahan) atau Addendum {aturan tambahan) dan akan ditandatangani oleh
PARA PIHAK yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang mengikat dan tidak
terpisahkan dari Perjanjian ini.

Dalam rangka penerapan tata Kelola yang baik {(Geod Corporate Governance} di masing-masing
PIHAK, jika dalam proses pelaksanaan Perjanjian ini salah saty PIHAK mengetahui adanya
Tindakan kecurangan, pelanggaran peraturan atau hukum, benturan kepentingan,
penyuapan/gratifikasi, maupun kelakuan tidak etis yang dilakukan oleh pegawai salah satu
PIHAK, agar melaporkan melalui perwakilan bagian Good Corporate Governance di masing-
masing PIHAK.

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA
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PASAL 23
KETENTUAN LAIN-LAIN

(3} Segala perubahan dan hal-hal yang belum ada { behem cukup diatur dalam Perjangian ini, akan
diatur likbsh lanjut oleh PARA PIMAK dan dituangkan sebagai Amondermen [aturan perubahan]
23U Addendum |aturan tambahan) dan akan ditandatangani oleh PARA MMAK yang Mg rupakan
Lty kesatuan dan baglan yang mengikat dan tidak terpaahkan dari Parjanilan ini

(2] Ketentuan-ketertusn dalam PLRIANIAN Inl tickak dapat ditafeirkan sebagal bantub eikiuifitas
kerpasamna di astars PARA PIHAN, sehingia PARA PIHAK tetap melakeanakan k=tfa sama dengan
pihadk. lainmvya datam begiatannya sehari-sshar,

PASAL 22

PENUTUP
PERIANIAN Inl dibuat dan ditandutanganl oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal dan tempat
sabajaimans dissbutkan &l awal PERJAMIAN ini, dan dibieat dalem rngkap 7 {des] sl serta dibubiubi
mietaral cukup, dan berfaku sebagal slat bukt) yang memgurTyal kekoatan hulum yang sama

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA
KEMENTERIAN KOORDINATOR PT PS5 PROPERT] INDDNESIA
NIDANG PEREXONOMLAN,
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REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
SERRETARIAT KOMITE PERCEPATAN PENYEDIAAN
INFRASTRUKTUR PRIORITAS (KPPLF)

SURAT PERJANIIAN
(Wakto Penugasan)

Na: SP-2APPI.KPPIFPMON7/2025
Tangzal: 01 Jull 2025

Untuk Melaloanalon Pabot Peloerjnan Juss Konsultans Badan Usshn Pendubung Project
Management Cilfice (FMO) Dalam Provek Strategis Nasional (PSN) Dan Kebijnkan Percepatan
Infrastrukdur Dun Pengembangan Wilsyal Untuk Kenundaban PSS
KOMITE PERCEPATAN PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR FRIORITAS
(KPFIP)

ANTARA

PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK
KOMITE PERCEPATAN PENYEDAAN
INFRASTRUKTUR PRIORITAS (KPPIFP)

DAN

(PT. PROSPFERA CONSULTING ENGINEERS)

TAHUN ANGGARAN 2025




KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

KOMITE FERCEPATAN PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR PRIORITAS
Gedung Pos ibukota Lantai 6 Blok A
4. Lapsngan Banteng Utara No. 1, Jokarta 10710 - Telp: 021-3453171/64; Fax: 021-3453155

SURAT PERJANJIAN

Untuk Meloksunakan Paket Pekerjuan Jasn Konsultansi Badan Usaha Pendukung Profect

Managemens Office (PMO) Dalam Proyek Strategis Nesional (PSN) Dan Kebijakan Percepatan

Infrustruktur Dun Pengembangan Wilayah Untuk Kemudahan PSN

Komite Percepatan Penyedinan Infrustrukiur Prioritas (KPPIP)
Nomor : SP-24/PPK.KPPIF/PMONT2028

SURAT PERJANIIAN inj berikut semua lampirannya (selanjuinya disebut “Kontrak™) dibuat dan
ditaridatangsni & Jakarts pady hird Selasa tanggal Satu bulan Juli tahun Dea Ribu Dus Pulub
Lima (01-07-2025) nninry:

1.

(=]

HOTMA GIDEON, seloku Pejubat Penandatangan Konmrak, yang bertindak securn sah untuk
dan ntgx nama Komite Percepatan Penvedisen Infrastrukour Priontas Kementerian Koordindtor
Hidang Perckonomian, yang berkeduduitkan & J1. Lapangan Banteng Utam, No: 1, Pesar Bane
Jakorta Pusat (10710), berdasarken Keputusan Kepala Biro Manajemen Kinerja Dan Kerjs
Sama Kementerian Koondinator Bidiang Perckonomion Selaku Kussa Pengguns Anggaran
Nomor 25 Tuhun 3024 tentang Penetrpan Pejabat Pembuat Komitmen, Bendahmrs Pengelupran
Pembantu, dan Stal Penpelols Kevangan di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang
Perehonumian (Selunjutnya disehut “Pejahar Penandatangan Kontrak™),

i

KONDANG WIJAYANTO, masing-masing dalam kapasitamnyn selaku DMrektur, bentindak
untuk dan atss nama PT. PROSPERA CONSULTING ENGINEERS, betkedudulcan Grahi
Mampang L1, 2 Annex J. Mampang Prapatan Raya No, 1040, Duren Tigs, Pancoran, Jakara
Selatan 12760, berdasarkan Akt Penditian’ Nomuor 11 tanggal 22 Desernber 2022, selanjutnya
disebut Fenvedin.

Pejabat Penanidatangan Kontrak dan Penyedin secata sendir-sendin disehut scbagti Pihak Pejabat
Penandatangan Kontral/Tenvedia, dan secura hersama-zama disehut schagai Para Pllak.
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PFara Pihak menerangkan terlebth dabuolu bahwa:

(8) Telah dindakun proses pemilihan penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemiliban:

(B} Pejabat Penondatangan Kontrak telah menunjuk Penyedia melalui Surat Penunjukan Penyedia
Barang/Jasa (SPPBJ} Nomor: BM.O20402/D,V M EKON 3 PPRO72025, Tanggal; 01 Juh
2025, untuk melaksanakan pekerjoan sebagnimana diterangkan dalam Syarat-Syarst Umum
Kontruk, s¢lonjutnya dischut sehagal “Pengndann Jass Konsultasi”,

(o) Penyedin teluh menyatakan kepada Pejabat Penandatungan Kontrak, memenubi persyaratun
kualifikasi, memiliki keahliun profesdonal, personel. dan sumber daya teknis, scrin telah
menyetujul untuk menyediakan Juss Konsultas sesuai dengan persyuratan dar, ketentuan dalam
Kontrak 1m;

(d) Pejabar Penandatangan Kontruk dan Penyedia menyatakan memiliki kewenaongan  untuk
menundatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak vang diwakili;

(e} Pejabat Penandatangan Kontrok dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan
dengan penandatanganan Kontmk ini masing-masing pihak:

1) telah dan senontlasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;

2)  mensndatangam Kontrak ini setelah meneliti secara patut;

3} telah membace dan memahami secar penuh ketentuan Kontrak fnd:

4) telab mendapatken Kesempaton yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmas:
semun ketentuan delam Kontrak ind beserts semua fakta dan kondisi yang terknit.

MAKA OLEH KARENA [TU, Pejahat Penandatangan Kontruk dan Penyedia dengan ind bemepakat
dan menyetujul hal-hal schepal berikut;

PASAL |
ISTILAH DAN UNGRAPAN

Peristlahan dan ungkapan dalam Kontrak i memiliki ani dan makna yang sama seperty yang
tercantum dalum lampiran Kontrak ind,

PASAL 2
RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Adapan lingkup pekenaan Jasa Konsultasi Badan Usaha Pendukung Project Manageniont (Office

(PMO) untuk Proyek Stoutegis Nagional (SN} dan kebijukan perccpatan infratruktar  dan

pengombangan wilsyah untuk kemudahan han PSX adaloh:

1Y Memberikan dukungan stralegis kepaula Ketun Tim Pelaksana, Sekretariot dan PMO KPPIP
mielalur usaha pengumpulan date dan snalise, pemberian rekkomendisl strategi dan kebijikan
dalemn rangka penyedionm PN, Kinsusiyn pada scktor air. jalan, transportasi, enorgi, din
kawasan;

2)  Melakukan pendampmnian PMO unik perceputun Proviek Strategis Nasional (PSN)

n. Mengidentifikom temangon  den hambatan, melakukan  pinfisie  hambatan, dan
mevckomendasikan sulus unmk percepatan PSN. hafk dari aspek fopulas dan
implementai;

b. Menyusun, menganalisis dun membuar laporan rapa pemantasan den debattlenecking
terkait PSN serta luporan terkait monitoning dan evaloas kemajumm PSN;

i) Melaksanakan evaluan Proyek Infrasirukinr Priovitas (PTF), schaguimena dimandstkan

d
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1)

5)

&)
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(1)
(3

[

(2)

dalam Perpres No. 122 Tahun 200 &;

Melakukan pengumpulan dain, analisis, sena memberikan rekomendosi stregi dan
kebijakan dalam mendukuny proses monitoring PSN;

Menganalinig dan menyusun subdtnnm mpat momtoning, debotilencoking sena forum
koordinasi lintas sektor, maupun penugasan khusus vang dibenkan Ketua Tim Pelakesng
danvaten Sckretaris Tim Pelaksana terkait PSN;

Membantu menyusun Laporan Presiden PSN dan Laporan Semester PSN;

Melakukan manajemen dan dokumentasi seluruh kegiatan KPPIP Semetter kedua Tahun
2025.

PASALS
JENIS DAN NILAI KONTRAK

Pengadaon Jasa Konsultansi ini menggunakan Jenis Kontrak Wakto Penugasan.

Nilei Kontrak termasuk Pajak Penghasilan (PPh) adolah schesar Rp. 1,929,051.795,- (Satu
Mitior Sembilon Rutuy Dua Puluh Sembilan Juse Lima Puluh Satw Riby Tujuh Ratus
Sembitan Pulih Linia Rupiah);

PASALA
DOKUMEN KONTRAK

Dokumer-dokumen benkut mitupakan Kesstuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari
Kontrak ini: _

4, sdendum/perubahan Kontrmk (apahila aida);

b, Kontrak;

¢ svarnt-svaral kKhusus Konerale:

d. syarut-syurst umum Kontrak;

e, Dokumen penawaran,

[ KAK:

& pambar-gumbar (npabils sda);

h. Rekapitulas Penawaran Biaya (rincian hargs penswaran) apabila sda, dan

1. dokumen lainnye scpertl. fuminan-jaminen dan SPFPR)

Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan saty sama liin, dan jika tecadi
pertentangan antarn ketentuan dalam spaty dokumen dengan ketentuan datun dokumen yang
luin moka yang berlaky adalall ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggl berdasarkan
urutan hierark: pada ayait (1) di atns;



PASALS
HAK DAN KEWAJIBAN

Hak dan kewajiban timbal-balik Pejahat Penandatangnn Kontrak dan Penvedin dinysaken dalam
Syarat-Syarar Umum Kontrak (SSUK) dan Svarst-Syarnt Khusus Kontrak (SSKK)

PASAL 6
MASA BERLAKU KONTRAK

Mesa berlaky Komrak i teshitung semk tangenl penandmtanganan Kontrak sampiw dengan
selesuinya pekerjann dan terpenuhinya selurih hak dan kewajiban Para Pihak sehagmimana diatur
dalom SSUK dan SSKK.

Dengan  derukian, Pejubat Penandatangan Koentrak din  Penyedia telah  bersepakat  uniuk
menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan meluksanukan Kontrak sesuai dengan
ketentunn peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibunt dalam 3 (tiga) rangkap,
maing-masing dibubuhi dengmn meterai, mempunyai kekuaton hukum yang sama dan mengikar
bagi Para Pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi metemi.

Linruk dan aias nama Uik don atns noms Penvedia
Sckreturist Komite Percepaiin Penyediaan
Infrastruktur Pooritas, Kementerinn
Km:ﬂnfﬁhﬂ!rhq Perckonomian,

el
e

HC ; KONDANG WHAYANTO
NIP. 1933!0231ﬂlmlﬂ1’!1 Dhrektur




SYARAT-5YARAT UMUM KONTRAK (55UK)

A. KETENTUAN UMUM
1. Definlsi Istilah-istilah vang digunalean dalam Syarat-Svarat Umum Kontrak ini
harus mompunyal arti stau tafiiran seperti yang dimaksudkan sebagni
benkut:

1.1 Jasa Konsultandl adalah jasa lavanan profesional  yang
membuuhken keshlion tenenfu diberbagsi hidang ketlmuun
yang mengutamukan adanya olah pikir.

1.2 Pengguna Anggaran yang sclanjuitnya disebut PA adalah
pejabal  pemeging  kewenungun - penggunsan - anggann
Kemeniterinn Negara/Lembaga/Perangkat Dacrah.

13 Kuomsn Penpguna Anggaran padn pelaksannsn APBN yang
selunjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh
kuass dari PA untuk melaksanakan schaginn kewenangan dan
tangrong jawah penggunann angEamn pada
Kementerian/Lembaga yang bersunghumn.

14 Kussn Penpguns Angparan pads pelaksnnny APBD yang
selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat vang diberi kunsa
untuk melaksanakan scbugun kewenangen pengguns angEaTin
dalam melaksunakan schagian tugas dan fungsi Perangkm
Daoerah.

1.5 Pejubat Pembuat Komitmen vang sclanjutnya disingkat PPK
adalah pejabat yang diben kewenangan oleh PAKPA uniuk
mengambil keputusan dan/atiu melakukan tindakan yang dapat
mengakibatkan pengelunman anggamn belamn neganyangearan
belanja dacrah,

1.6 Pejabai Penandatangan Kontrak sdalah adalah PA. KPA, atau
PPK.

1.7 Aparat Pengawns Intern Pemerintab atau pengendali internal
yung sclanjutnya disebut APIP sdalah aporst yang melakukan
pengowasan melalui oudit, roviu, pemantousn, evaluasi, dan
kegintan pengawasan lain techadap penvelengaaraa tugas dan
flengsi Pemerintah;

1.5 Penyedia Barang/Jisn Pemerintab vang selimjuinye disebid
Fenyedia adalah Pelaku Usaha vang menvedinkan hamng jasa
berdasarkan kontrak.

1.9 Sub pemyedin adalih penvedin vang mengadaksn penjunjian
kerju dengnn penyedia penanggung jawsb kontrak, unmk
melaksanakan sebagian pekerjaan (subkontrak).

10 Kemitraan adalsh Kerja sama antar penvedis batk dalvm bentuk
konsorsiin/kerja samn operasi hentukl Kerja saoma lain youg

i
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113

1,14
1.15

.16

LT

1.18

19

120

.22

masing-masing pihak mempunys hak, kewajiban dan lnggung
Jawah yvang jelas berdasarkan perjaniian tertulic

Surat Jaminun vang selanjuinya disebol Jaminan adalah
Jaminan terfulis yang dikeluarkon olch Bank Umumy' Perusaham
Penjaminan/Perusahaon  Asuransilembaga  keuanpan  khusus
vang menjolankan usaha di bidang pembisyaan, penjiminag, dan
asaransl untuk mendorong ckspor Indonesia sesws dengan
ketentuan dalam peraturan  perundang-undangan di  bidang
lembags pembiayaan ckspor Indonesia,

Kontrak Peopadasn Barang/Jasa yang sclanjuinys disebut
kontrak udalsh perjanjian tertulis sntara Pejabat Penandatangan
Kontrak dengan Penyedia,

Haginn Kontrak adalah bagian pekerjaan dari satu pekerjasn
yang ditetzpian dalom Dokumen Seleksi. Penyelesainn masing-
masing pekerjpan yang tercanfum pada bagian kontrak emebut
tidak tergantung sotu sama lnio dan memilik fungsi yang
berbeda, dimana fungsi mesing-masing bagian kontrak tersebo
tidak terknil satu sama lain,

Nilai Kentrak adniah 1otal harga vang tercantum daism Kontrak,

Harl adalah har kalender, kecualt dischutkan secara cksplisii
schagai hari kerju.

Harps Perkirasn Sendirl vang sclanjutoye disingkat HPS
adiloh perkiraun hargs haranp/iasa yang ditetapkan oleh PPK.

Pekerjaan utama adalsh jenis pekeraan vang secara langsung
nenunjang terwujudiys den berfungsinys hasil pekerjaan vang
ditetapkan dalam Dokumen Seleksi.

Baginn Pekerjaan vang disubkontrakkan adalah bagian
pekerjonn bukan pekerjuan otemg vang  ditetspkan  dalam
Dokumen Seleksi, yang peloksansannya diserahkan kepnda
penyodian lnin dun  disetuyu teclebih dahuly oleh  Pejybat
Penandatangan Kontrk

Rekapitulssi Penawsran Biaya (rincian hargs penawaran)
adalah daftar kuantitas yang telah dits: harga satan dan jumiah
bieaya keseluruhannya yang merupakan beginn dan penawaran.

Rincian Biaya Langwung Pervonel sdaloh bioya lsngsung vang
tiperlukan untuk membavar remunerasi tenaga ahii berdasarkan
Kontrak,

Rincian Biays Langsung Now Personel adalnh binya limgsung
vang diperiukan untuk mepunjung pelaksansan Kontrak yang
dibust dengan mempertumbanglin dan berdnsarkan hasps passr
yung wajsr den dapat dipertanggungiawabloan sertn  sesumi
dengan perkinaan kegiatan

Personel loti odalah orang vang ditempatken secars penuh

sesid dengmn persyarntan yang ditetepkan dalam  Dokumen
Selcks sena pusisinya dalam mansiemen pelaksanaan pekerjazn

Tk
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1 Penerapan

1 Bahasa dan
Mkt

4. FPerbuntan
vang Dllarang
dan Sankal

sesunl dengan orgamsasi  pelaksanman vang digjulan uniuk
miclaksanakan pekerjaan.

123 Temagn Ahll adalah bagian dari Personeél dengan keahlian,
kualifikasi, din pengalaman di bidang tertentu.

1.24 Metode Pelaksanaan Pekerjaan adaloh care kerja veng layak,
realistis dun dapar diloksonukan untuk menyvelesaikan selurah
pekerjoan dan divakini menggambarkan penguasaan  dalam
penyelesaian pekerjean dengan whap pelaksanaan  yang
sibtimatis berdasarkan sumber dayva vang dimiliki Penvedia.

125 Jadwal Wakta Peluksanaan adalsh jadwal yang menunjukkon
kebutuhan waktu yung diperivkan untuk  menvelesaikan
pekerjnan, tendin wtus tahap pelaksanain vang disusun secara
Togis, realistin dan dapat dilaksanakan,

126 Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya kontrak ini
teriutung sejak tanggul penandatangan kontrak sampai dengan
tangaal sclesainyn pekerjoan dan terpenuhinys seluruh hok dan
kewajiban Para Pihak.

127 Tanggel mulni kerjn adalah unggal Penvedia mulai bekemga
yang smma  dengan  tanggal  penanditangan SPME  vang
diterbitkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.

128 Toanggel peayclesninn pekerjonn adalah tangusl penyerahan
pekerjnan, yang dinvarakan dalum berita ncarn seruh terims husil
pekerjann vanyg yang ditandatimgani oleh Pejabat Penandatangan
Kontrak dun Penyedia.

L2 Kerangka Acuan Kerja vang selanjutnys disinghal KAK
adalsh dokumen vang disusun oleh PP untuk menjelaskan
njus, linghup jesa konselianss sertn koahlipn ving diperlulon
untuk pelaksmnmasn pekernan bendimarkan Kontrak ini.

SEUK diterapian secar luas dalon pelaksanaan pekerjsan pengadasn
Jasa Konsultansi tetapy tidak dapat bertentangon dengan ketentuan-
ketentuan dulium Dokumen Kontrak lain yang lebth tingg berdasarkan
uruien hierarkl dalom Kontrak.

3.1 Bahasa kontrak don bahase korespondensi horus dalam bahasa
Indonesia.

3.2 Hukum wong digunakan sddlish hokum  veng belaku 0
Indonesia

4.1  Bendmsarkan etika pengadaan barang/jusa pemennish, pam pihak
dilarsng uniuk

o menawarkan, menerima atan menjanjikan untuk membert

atau meternne hadiah atau imbalan berupa aps saja stag

melakukan tindakon lainmyn untuk mempengarehi sinpapun

T
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t,

Asal Jasa
Konsultanl

Korespondensi

Woaldl Sah Para
Pihiak

FPerpajakan

yang diketnhui atnu poatur dapat diduga berkaian dengan
pengaduan ini; danatay

b. membust dan/stau menyampaiken securn tidak  benar
dokumen dan‘atay ketemngan lain yang disvarntkon uniuk
penyusunan dan pelaksanoan Kontmk im.

42  Penyedia menjamin bahwas yang bersangkuten (termasuk semua
pnggots Kemitraan) din sub penyedianys (ikn adu) tidek nkan
melakukan tndakan yang dilorang pada klonsul 4.1,

43 Penyedih yang menurul penilsisn Pejobat Penandatangan
Kontrak terbukti melakulkan larangan-lorangun di stas dapat
dikenakzn senksi-sunksi sdministrutif sebagai berikut:

. Pemutusan Kontmbk,

b. Sisa vang muka harus dilunasi oleh Penyedin atau jaminan
wang muka dicairkon; dan

¢ Dikenakan sanksi daftar hitem.

44  Pengennan sankst adminsiatif di ates dilaporkan olels Pejabm
Penandstungan Kontrak kepada PA/KPA.

4.5 Pepabat Penandsangen Kontrak yvang terlibal dalom KKN dan
penipuan dikenakan manksi berdasarkan ketentuan peraturan
prerundang-undan g,

Pekerjuan Jasa Konsultans ini dikerjakan oleh tenaga kerju Isdonesiy
thin. dapat dikerjakan oleh Gabungun Tenaga Kerja Indonesia dan
Asimg.

Semua  pembentahuan, permobonan,  perselupion,  danditau
koresponidenst lainnve berdasarkan Kontrak ind harus dibuat secam
tertulis dalam Hahatn Indonesin, dan dianggap telah dibentshukan
kepada Para Pihak atat wakil sah Para Pihak jiku relah dikampaikan
secarm langsung, disampatkan melalun sursd tereatar, enadl, dino
faksimili sebagatmana tercantum dalam SSKK.

Setisp  Undakan  yang dipersyvarstkan  atau diperbolehkan  untak
diliakukan, dan setinp dokumen vang dipersyaratkan atau diperbolehian

untuk dibust herdasarkan Kontrak i oleh Pejabat Penandatangan
Kontruk dtsu Pemyedia hdnyn dapat didakukin stiu dibuat oleh pejabat
yany disehutkan dalam SSKK.

Penyolia, Subpenyediu (jika ade), dan personel yang bersarghutan
berkewnjiban  untzk membayar samun pajak, bea, retribush,  dan
pungotan lain yimg sah yang dibebankan oleh peraturan perpyakan atns
pelaksanaan Kontrak ini. Semua pengeluaran perpajakan ini diasnggap
telnh termasuk dalirn nilal Konitrak.

P T —



9, Pengalilian
dan/atau
Subliontrak

10, Pengubnian

11. Penyedia
Mandiri

12, Kemitraan

81 Pengalihan scluruh Kontrak hanya diperbolebkan dalam hal
pergantinn nama Penyedia, balk sebagni akihat peleburan
(merger), konsolidasi, atau pemisahan,

92 Penyedia dapat bekerjn sama dengan penyedin Inin dengsn
mensubkontrakkan sehagion pekerjaun, kecuali pekerjaan utama
dalom kontrak imi sebagaimana diatur dalam SSKE.

93 Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan sebagisn pekerjann
dan dilarang mensubkontrakkan sefuruh pekerjann.

94 Penyedin hanys boleh mensubkontrakkan pekerjaan apabiln
pekerjaan tersebul scjak awal & dalam Dokumen Selcksi dan
dalam Kontrak digfinkan untik disubkontrakkan,

9.5 Penyedia hanya boleh mensubkonirmkknn pekerjuan setelah
mindapat  persctujuan  fertulls dun Pejabat Penandatangan
Kontrak, Penvedin tetap bertanggungjawab atas baginn pekerjaan
vang disubkontrakkan,

Jika terjadi penpgabiinn olel smy Pihak terhadep pelanggoram ketentunn
tertentu Kontrak oleh Pihak yang lnin maka pengabaian tersebut tidak
menjadi pengabatan yang terus-meners selams Masa Kontrak atsu
scketika menjodi pengabaian terhadap pelanggamn Ketentuan yang lain.
Pengabaian hanya dapat mengiko jika dapat dibuktikan secarn termulis
dan ditandatahpgant oleh Parn Fihak atsn Wakil Sali Pihak yang
melokukan pengabatan.

Penvedia berdasarkun Kontrak ini bertanggung jawib penuh terhadap
personel dan subpenyediunyn [jika ada} serta pekedjaan yang dilndoknn
oleh personel atau subPenyedianyn

Kemitraan memberi kiwsa kepada saldh saty anggota vang discbut
dalam Surat Perjanjizn Kemitrnan untuk hertindak untok dan atas pama
Kemitruan dalum peluksansan hak dwn kewajiban terhadnp Pejubat
Penandatangan Konirak berdasarkan Kontrak.

B. PELAKSANAAN KONTRAK

13 Junpks Waktu
Pelaksanoun
Mekerjaan

14, Penyerahan
Lokasi Kerja
{apubila
diperiukan)

131 Kootrak ini berlaku sejuk tsngen] penandstenguennn,

5.2 Waktu pelaksannsan pekernan adalsh jangha waktu yonog
ditentukan dalam SSREK.

141 Pejabat Penondatsngan Kontrak menyershkan  kescluruhan
lokasi kerja Kepada penvedia sehalum SPME  diterbitkan.
Sebelum penvershan lokasi Kerjn, dilakuken pemeriksasn

.
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15, Surai Periniah
Mulni  Kerjn
(SPMEK)

It Program Mutu

17. Rapat
Pervinpan

14.3

14.4

15.1

15.2

Il

16.2

163
164

16,5

166

17.1.

lapangan  bersama yang dituangkan dalem  Berita  Acara
Peninjouan Lokasi Kerja

Jika dalom pomeriksaan lapangin bersama ditemukan hal-hal
vang dapat mengakibatkan perubahan s Kontrak maka
perubahan tersebut hans ditvimgkan dalam adendum Konirak.

Jikn penyerahan Hanya dilakukan pada bagian tertentu dari Tokasi
kerjn maka Pejabat Pennndatangan Kontrak dapat diangsep telsh
mentmdy pelaksenaan pekerjaan terfentu yang terkait dengan
baginn lokasi kerja tersebut, dan kondisi ini ditetapkan schapai
Peristiwa Kompensasi serta dibust Berita Acara.

Penyerahin lokuasi kerja dilvangkan dalam Berita Acara Serah
Terima Lokasi Kerja vang ditasdatangani oleh para piluk.

Pejabat Penandatangaon Kontrak menerbitkan SPME selambat-
lwmbatnys 14 (empst belay) bar kerin sejak  tanggal
penandstanganan  Kontrek, kecuali apabila anggaran  belum
berluku

Tanggal penandatunganan SPMK olch Pejabal Penundatangun
Kontrak  ditetopkan sebagal tangeal mulal beclaku  efekif
Kontrak

Penvedia herkewnjiban untuk menyverahkan program mudu pada

mpat persmpan pelaksanaan konimk unfuk disetuju oleh Pejabm

Peranduangan Kontruk.

Frogrram it disusan oleh Penyedia paling sedikit berisi:
mﬁ:mlm mmgmu p::h:r_]m vang akan dilaksanakan;

prosedur instniksi kerja; dmu'ntnu
. pelaksang kerja
Program ol depal dirovisi sesuad dengan kondisi Dnpangan.

Pettyedia berkowujiban untuk memulakhirkan program motu jika
terjedi aderufum Kontrak dan Peristiwa Kompensasi.

Pemutakhiran program muty harus menunjukkan perkembangan
kemajuan setiap pekerjoan dan dampakoya techadap penjadsalan
sisa pekerjoan. Pemutakhiran program mutu harus mendapatkan
persctijuin Pejabar Penandstangan Kontrak.

Persctujunn Pejabal Penandatangan Kontrsk terhadip program
muty tidak mengubah kewajiban Kontraktual penyedia.

i
i

Pejabal Penandatangan Kontrak bersamu dengan Penvedia, uniur
perencannan, dan unsur pengawasan meovelengenrakon rapm
persiapan pelaksanaan Kontrak,

10
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Pelaksanaan
KRontrak

I8 Pengawasan/Pe

Pelnkinnnnn
Pekerjaan

172

173

5.1

182

18.3

154

18.5

18.6

Hal-hal vang dibahas dan discpakati dalem mpat perstapan

peliksmaan Kontrak meliputic

A reviu kontrak, dan pembagian tugas dan tanggung jawah dari
kedua beluh pihak;

b, penutakbirmnpembaharuan  rencana pekerjaan  seperti

wngeal efeknif pelaksanaan, dan tmhapan pelaksaraan
kontrak;

¢ reviu rencann penilsian kinerja pekerjaan sehagal dosar
melakukan evaluas) kemajuan pekerjuan;

d. diskusi bagaimana  dan  kspan  dilakuksn  pelaporan
pekerjnan;

& tats carn, wakiu dan frekuens pengukuran dan pelaporan
vimg disesuaiken dengan kondisi pekerjobn;

[ melakukan klarifikes hal-hal vung masih kurang jelns dan
mendiskusikan prosedur untuk manajemen perubahan; dan

g melokukan kinrfikaki rencann koordinasi antar para pihnk
seluma pelaksanaan pekerjann

Hanil mapal persinpan pelaksanaan kontrak dituangkan dalam

Berita Acara Rapnt Persiapan Pelaoksansan Kontrak vang

ditendutengins alch sclurah peserto rapat.

Selama  beranpsungonyan  pelaksaman pekerjaan, | Pejubat
Penandatangan Kontrak dapat dibantu oleh Pengawas Pekerjaon
dan Tun Tekmis vang bemsal dan personel  Pejabat
Penandatangan Kontrak. Pengawas Pekerjaan  berkewajihan
untuk mengawast pelaksunsan peketjaan.

Tom Tekos berasal dan wnit kerps, mstanss yang terfkmt, dan/otan
tenagu profesional,

Pengawas  Pekerjuan berkewgjiben.  untuk  mengawasi
pelaksanazn pekerjnan,

Tim Tekms borkewnjiban untuk membaohis dan ovemlal laporan
konmulian.

Dl melaksinakan kewijibannva, Pengawas Pekerjian selalu
bertindak untuk kepentingan Pejabm Penandatangan Kontyak.
Pengnway Pekerjuan dnpat bertindak sebagai Wakil Sah Pejabm
Penandatimgan Kontmk,

Penyedia berkewnjihan untuk melaksanakan semun perininh
Mengawas Pekenuan yany sesuai dengan kewenungan pengawas
pekerimin dalom Kontak in dan sern st rekomendast dan
Tim Teknis kebutuhan.
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19. Mohilisasi 19.1 Mobilizsai paling lambm  dilaksanskan sesumi wakiiu yang

ditetapkan.
19.2 Mobilisassi dupat dilukukan secara bertahap sesuni  dengan
kebutuban.
0. Waktu 20.1 Kecunli Kontrak diputuskan lebih awal, penyedin berkewajiban
Penyelesalun menyelesaikan  pekerjann  sclambat-lambatnya pads  tanggal
Pelerjann penyelessian vang ditetapkan dalam SSKK pada klausul 132

202 Jika pekerann tidak selesai pada tomggal penyelesainn bukan
akibal Kemloan Kahar atsu bukan Peristiwa Kompensasi alau
kitrena  kesalahan atsu  kelnlaian Penyedia maka penvedia
dikenakun denda keterlambatan.

203 Tangpal penyelesainn vang dimaksud dalam klawsul ini adalah
tungoal penyelesnian semus pekerjant.

21. Peristiwa Peristiwa Kompenuasi dapat diberikan kepadn penyedia dalam hal
Kompensasi Eﬂhi,ﬁ.lihmh-ll
Pejnbat Penandatarigan Kontrak mengubah jadwal yang dupat
mempengarubi pelaksanasn pelerjaun;
b keterlamibatin pembayaran kepadn penvedia,
¢ Pejabat  Penundatangen  Kontrak  menginstruksikan  kepads
penvedia unluk melakukan pengujian lambahan vang setelub
dilaksanaknn penjujian tetmvata tiduk ditemulan
mumwwwﬂum
d. Peebat Penandatangan Kontmak ndak memberikan gombar-
pumbar, spesifinsi  dandatau  instruksi sesusl jadwal  vang
dibutublonn;
penvedia belum hiza masuk ke lokosi sesunt jodwal delam konwrak:
Pejabat. Penandatungen  Kontrak  memerintahkan  pemmdaan
pelaksunaan pekerjamm; alou
i ketennuan lain dalam SSKK

==

2. Perpanjangan  22.1 Jika terjndl Peristiwa Kompenaasi sehingme penyelesnian
Wakiu pekerjuan akan melunpasi tengeal penyelesaian maka Penvedia
berbak untuk mammnti perpanjangin langge!  penyelesaian
berdasarkan dats penunjany. Pejabat Penandatangan Kontrak
dupat meminta pertimbangan Menpgrwds Pekerpann {apabila adu)
dalam  memutuskan  perpanjangan  langgal  Penyelesainn

Pekerjoun.

221 lika Penstws Kompensssi  mengakibatkan  keterlambatan
penyelesnion pekenoon makn Pejpbat Penondatongan Kontrak
berkewaiibun  untuk  memberikan  perpanjungan  waktu
penyelesilin pekerjidn,

A



223 Perpanjangan wakiu penyelesainn pekerjaan dapat diberikon jika
berdusarkan  data penunjang dapat dibuktikan  dibutuhkan

penambalian waktu penyelesaion pekerjaan.
224 Penyedin tidak berhek atas perpanjangan wakiu penvelesaian
pekerjann jika penyedia gagsl ataw lalni untuk memberikan

pemberitshuan  dini  dalam  mengantisiposi  stay  mengatasi
dampak Peristiva Kompensasi

215 Pejabat Penandntangan Kontrak menctapkan ade  tidaknya
perpanjangan wakiu dan untuk berapa loma, paling lambot dalam
jangia wakiu sehagrimang dintur dalam SSKK setclah Penyedia
meminta perpanjangan.

226 DPerpatijungan tangpasl Penyelesian harus dilakukan melaboi
adendum/perubabian Kontrak.

23, Pemberian 231 Dualam hal Penyedia gagal menyvelesaikan pekerjuan sampai masa
Kesempatan pelaksanaan Kontrak berukhir, namun Pejabat Penandatangan
Kontrak menilai bahwa Penyedia mampu  menyelesaikan
pekerjann, Pejabatl Penandatangsn Kontrak dapat memberikan
kesempatan kepada Penvedia untuk menyelesaikan pekerjuan,
23.2 Pembenan ketempatan kepada Penvedin untuk menyelesaikan
pekenaan sebapnimins dimaksod pada klausul 231, dimum
dalam adendurmyperubahan kontrak yang didalamnyn mengatur
wikdly  penyvelesaian  pekerjamn, pengensun sanksi  denda
keterlumbotan kepsdo Penvedia
233 Jangka wakt pembenan kesempatan Kepadn Penyedia untuk
menyelessikan pekerjaan diatur dalam SSKK.

C. PENYELESAIAN KONTRAR

24, Sernh Terima 24.1 Scicleh pekerjuan selesai 100% (seratus persen), penvedia
Pekerjann mengajukan  pemmintann  secarn  lerhilis  kepada  Pejabat
Penandatangun Kontrok untuk serah terima hasil pekerjaan.

24.2 Serzh tenima hasil pekenpan dilabukan di tempat sehagamana
ditetapkan dalam 55Kk

24.3 Sebelum dilakukan semb rerima, Pejabat Persndutangan Kontrak
melakukan pemeriksaan terhadup hasil pekerjoan, yang dapat
dibaniu oleh penpawas pekerjsan dan‘atau tin teknls.

244 Pemerksaan hasil  pekerpan  dilnkukan  dengan  menilm
kescsusinn pekerjuan yamg diserubterimakan yang tercantum
dalem Kontrak,

245 Pejahat Penandmtangen Kontrak berkewapban untuk memenksa
kebenmaran  hasil  pekeérjoan  dandfutan dokumen  laporan
pelaksannan  pukerfaan dun  membandingion  kesesuatanmnya
dengan Kontrak.

13

O - MR -

.:"_



246 Pejobat Penmdatangin Konrak menolak serah terima peleerjaum
jiks hasil pekerjasn dan‘atan dokumen lapomn pelaksanann
pekerjuan tidok sesusi dengan Kontrak,

24,7 Atas peloksansan scroh  lenma  hasl  pekerjoan,  Pejaba
Penandatongan Kontrak membuat Berita Acdrn Serah Terima
(BAST) yang ditandatangani bersama dengan Penyedia

248 Dalam hal Peabat Pesandatangan Kontrak menolak serah terima
pekerjann maka dibuat Berita Acara Penolakan Serah Terima dan
sepern memerintahikan kepada Penyedia untuk memperbaiki,
mengganti, dan‘ainn melengkap) kekurangan pekerjaan:

Jika pengoperasian hasil pekerjaan memerlukan keahlian khusus
makn scbelum pelaksunaan serah terima pekerjuin Penyedia
berkewnjiban untuk melakukan pelatihan (jika dicantumkan
dilam kontrak). Biava pelatihan termasuk dalam Nilai Kentrak,

24.10 Pejsbst  Permndatangan Kontrak menerima hasil pekerjaan
setelah selurubk hasil pekerjaan ymng discrahterimukan sesual
dengan Kontrak,

2411 Jika hasil pekerjaun yang diserahtenmakan terlambnt melewan
batas waktn akhir kontrmk ksrens kesalahan atau kelalaian

Penyedia atas bukan akibat Keadaan Kahar makn Penyedia
dikenakan dendn keterlambaian

!i‘
o

15, Layanan Penyedia harus melsksinakon layanan lsguun sehagaimana tercantim
Tamhbahan dalam SSKK.

0. FERUBAHAN KONTRAK

20, Merubaban 26.1 Kontrak hanva dapit diubah melalui sdendumiperabahan
Kontrak kontruk.

26.2 Adendum/perubshan Kontrak dapa! dilaksanakon dalam  hal
terdupat  perbedaan  antare  kondisi  lapangan  pada  sant
pelaksnnoan dengan gambar daniutau spesifikasiKAK yang
ditentukan dalam dokumen Kontmak dan disctujui oleh para
pihak, meliputi:

i menambah stay mengurangt volume yang tercantum dalam
Kontmk;

b.  menambith dan/aiiu mengurangi jenis Kégintan:

¢ mengubah gambar dan/ataus spesifikesi KAK sesuai dengan
kunadist lapangan, dan/atay

d.  mengubah jedwal pelaksanasn

263 Sclan adendum/pervhahan Kontrak yang diatur pada klausul
26,2, sddendum/perobahan Kotk dapat dilakokan untuk hal-
hal yang dischablkan masalah administrasi, antara lnin perpantian

i4



217, Keadaun
Kahar

Pejahat Penandatangan Konrrak, perubahan rekening Penviedia,
dan sebagainya.

20,4 Pekerjasn tambah paling tinggi 10% (sepulub persen) dari nilai
Kontrak awal dan  hwus  mempertimbangkan  fersedisnya
anggaran,

26.5 Perintuh perubahan pekerjaan dibuat oleh Pejobat Penandatangan
Kontmk secarm tertulis kepada Penyodin kemudian dilanjutkan
dengan negosiasi teknis dan hisya dengan tetap mengacu pada
ketentuan yang tercantum dalam Kontrak awal,

266 Hawil negosiasi teknis don harga terscbut dituangkan dalam
Berita Acara sehagai dasar penyusunan adendum/perubahan
Kontrak.

26,7 perubahan jadwal dalem hal terjadi  porpanjungan  wakiu
pelaksanaan  dapat  diberikan oleh Pejohat P
Kontmak atay pertimbangun vang layak dan wajar untuk hal-hal
schagai berikut:
4 penristiwa kompensasi; dan/atay
b.  Keaduan Kahar.

26.8 Dalam hal peristivn kompestiasi, wiaktu penyelesaian pekerjaan
depat  diperpanjang  paling lama  sama  dengan  waktu
terhentinva/tcrlambatnya pelaksansan kontruk akibat peristiva

kompensas:

209 Dulam hal keadsan kahar, wakiu penyelesaian pekerjaan dapat
diperpanjang  sckurang-kummgnya  sema  dengon wakitu
terhentinya pelaksanann kantrak akibat Keadaan Kahas

26.10 Mejabat Penandatangan Kontrak dapat menyetujui secarn terulis
perpaatgan wikie pelsksunann sewelah melakukun penelitian
tertmdap umilan yang dinjukan oleh Penyedia

26.11 Uniuk kepentingan perabahan kontrak, Pejubat Penandatangan
Kontruk dapal menctupkun tun penclit Kontrk.

26,12 Pejubal Penandotangan Kontrak dapot menugeskan pengawes
pekeguan dan‘atay i teknin wmtuk menclit
kelayakan kewsjaran perpamjungan witkiu pelaksanaan

26,13 Persctujuan  perpinjangan waktu  peloksanaen  Kontrak
dinwnghkan dalam addendum/ perubahan Kontrak.

271 Yang dimaksud Kesdasn Kahar dalam Kontrak int adaluh suam
keadwm yang tenadi diluar kehendak parn pihak dan tdak depat
diperkirnkan scbelwnnya, schinggs kewajiban vang ditentukan
dalam Kontrak menjndi tidak dapat dipenubi.

273 Yang temasuk Keadaan Kihar tdak terbatis poda
a. Bencana alam;
b. Bencana non alwm;
¢ Bencana sofinl;

13



Pemogokan;

Kebakaran;

Kondisi cutca ekstnim, dan/atay

industri  linnya  schagaimana  dinyatakan
melalu keputusan bersama Menteri Keusrngan dan Menteri
leknis terkait,

27.3 Apubala rerjadi Keadaan Kahar, mika Penyedia memberitahukan
kepada Pejabot Penandatangan Kontrak paling lambat 14 {empat
belas) hari kalender sejak menvadan atau seharusnyn menvalan
utis kejadian atay Keadann Kahar, dengun menvertakan bukei,

274 Tidak termasuk Keadann Kahar adalah hal-hal vang merugikan
akibat perbuatun stau kelalaian Para Pihak.

27,5 Poda sant terjadinys Keoduan Kahur, Kontrak tni akan dibentikan
sementara hingga Keadaun Kahar berakhir dengan ketentuan;

2 Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesusi dengan
prestasi atau kemajuan pelaksimaan pekerjaan yang telih
dicapai setelah  dilakukan pemeniksasn  bersama  atau
berdasarkan hasil audit

b Jiks selama masa Keadaan Kahar Pejabat Penandatangn
Kontrak memenntabkan sccars tertulls kepada Penvedia
untuk  sodipat mungkin  menéruskan  pelerjaan  muka
Fenyedn berbuk untuk menenims pembayaran sehapnimans
ditentukan dalum Kentrak dan mendopat penggantian bisys
yong wijar sosusi dengen vang telah dikeluarkan unmuk
bekeryi dalom situssi demikinh. Penggantion biava inl harus
dintur dalam adendum peruhahan Kontrak.

27.6 Kegagalan salah saitu Pihak untuk memenuhi kewajibannyn yang
ditentukuen dalam Kontrak buken moripakan ciders janji atau
wanprestial jika kegoagalan tersebut dialobatkan oleh keaduun
kahar, don Piluk yang ditimpa Keadsan Kahar:

a, telah mengumbil semus tindakan vany sepatuinya untuk
incmnenihi kewajiban dalam Kontrak: dan

b, relah membemuhukan sécarn tertulis kepada Pihak Lainnya
dalom Kontmk selambat-lambatnya 14 {empat beles) hari
sejak menyadan atas kejadian sty Keadnan Kuabar, detigsn
mettyvertakian salinan pernvataan terjadinya peristiva vang
meyehabkan rechentinyaterlambamys pelaksansan kontrak.

277 Reterlambatan pengadasn akibat Keadann Kahar tidak dikenakan
sk,

BoAR

278 Penghention Kontrnk karena keadnan kuher dilukukan secara
tertulis oleh Pejabat Penandistangan Kontrak denpan disertui
lasan penghentian pekerjaan.

279 Penghentian kontrak karéne Kedaan Kahar diapat hersifat
5. sementatn hingga Keadoon Kahar berakhir, atpu

1o
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b, permumen  apabila  akibil  Keadaan Kabar  ddak
memungkinkan dilanjutkan/diselesaikannyn pekerjaan.

2710 Penghention  pekerjaan  akibai  Keadasn Kahdar  ietap

mempertimbangkun cfckiifitas pekerpaan dan whun anggaran,

E. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN KONTRAK

28. Penghentian
Kontrak

29, Pemuruasn
Konirak

30, Pemutusan
Kontrak  nleh
Pejabat
Penandatangan
Kontrak

Penghentinn Kontrak dapit dilakukan karcna terjod] Keadaan Kabar
sebugaimana dimaksud pods klsusul 27,

29.1

291

9.3

204

31

Pemutusan kontak depst  dilakukan oleh pihak  Pejabat
Penandatungon Kontrak atai pihak Pényedia

Pejabat - Penandatangsn Kontrak dapat memutuskan kontrak
sccura sepihak apabila Penyedin tidak memenuhi kewajibannnyn
sesunt ketentuan dalam kontrak.

Penyedia dapm memutskan kontmk secers sepihak apabila

Peisbat Penandatangen Kontrak tidak memenuhi kewajibannya
sesual ketentuan dalam kontrak.

Pemutusan kontrak dilakukan sekurong-kurangnys 14 (empat
belas) ban sctelah Pejabat Pepundatangan Kontrak Penyedia
menyampaikan  pemberitabuan rencana Pemutisan  Kontrak
sevarz terulis kepada PenyediaTejabat MPenanditangan Kontrak.

Dengan mengesempingkan duri Pasal 1266 dan 1267 Kitab

Undang-Undang Hulum Perdata,  Pejobat  Pennndatangan

Kondruk dapst memutuskan Kontrak ini melalul pembenitahuan

tertulis Kepada Penyelia sefelah terjudinys hal-hal schapgal

herikut:

B, Penyedia terhbuktl melakokan KKN, kecurangan dan/atau
pemalsuan dalam proses pengadnan yang dipuniskan oleh
Instansi yvang berwenang,

b, Pengadian tentang penyimpangan prosedur, dugasn KRN
don/atnu pelanggaran porsiaingan sehat dalem pelakossnsan
Penguidann Barung: Tasa dinyatakan henar oleh Instansi vung
berwenang;

c.  Penvedia bernda dalam kesdane pailit;

d.  Penvedia terbuktl dikenokan Sankst Daftar Hitam sehelum
penmmdalangansn Konirak,

e Penyodio pagnl memperbaiks kinerja screlah mendupat S
Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;

i Penvedia  Ialavcidera janpi dalam  melaksanakan
kewsfibunnya dan tidak muanperbaks kelalaisnonya dalam
jangkn waktu yang telab ditetapkan;

17
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Al Memuiuian
Konirak

Penvedia

oleh

3n2

30,3

1l

3l

s

g Berdasarkan penclition Pojpbal Penandatangan Kontrak,
Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan kescluruhun
pekerjuan walaupun diberikan kesempatan menyelesgikaun
pekerinan selama jangkn wakiu vang diatur dalam Klausul
233 38KK;

h. setelah diberikan kesempatan menvelesaikan pekerjasn
selama jangks waktu vang distur dalam kleusul 23.3 SSKK,
Penyedin tidak dapat menelesaikan pekenaan; atau

Penvedia menghentikan pekerjoan melebihi wakn vang
ditentukan dalam SSKK dan penghentian ini tidak tercantum
dulam program mutu eeta lanpa persefujuan pengawas
pekerjaan (apabils ada).

Dalam bal teqodi permuiusan Kontrak dilskukan sebagaimana
dimaksud pada klzusul 30,1, maka:

a.  usa Usng Muoka harus dilunest oleh penyediz atay Jaminen
Lang Muka dicairkan (apabils diberikan); dan

b, penyedin dikenakan sanksi Daftar Hitam.

Pejabat Penandatangan Eontrak membayar kepadn: Penvedia
westai dengan pericapaian prestasi pekerjaan vang telah diterima
oleh Pejobat Pennndotangan kKontrak sampai dengan 1anggal
berlnkunys pemotusan Kontrak dikurengd denda vang hanm
dibayar Penyedia (apabila ada), sera Penvedia menyeralioan
sconug hasil pelierjoan kepadu Pejabat Penandstangan Kontrak
don selanjutnya menjadi milik Pejabal Penandatangan Kontralk,

Dengan mengesiampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitsb Undang-

Undung Hulumn Perdats, Penyedia dapat memutuskan Kontrak

melalii pemberitabuan tertulis kepada Pejabut Penandatangan

Kontrak apabila:

a. [Pejabat Pendindalangan Konotrak memerintahkan Penveilia
secarn tertulis unmk menunda pelaksanann pekerjaan s
kelunjutun pekerjusn, dan perintuh tersebutr tidak ditmk
selumn waldu vang disepakot sebngaimana tercantum dalam
SSKK;

b. Pejabat Penandstmgan Kontrok tidak menerbitian sumt
perintah pembayaran untuk permbayarsn tagiban angsuran
sedual dengan janghka waktw yvanyg disepakati sehapaimons
tereanrem dalsm SSKK

Dalain hal perutuzan Rontak, maks Peabal Penandatangsn
Kontruk membavar Kepadn Penyedin sesuai dengan  prestaxi
pekerjunn ymig felah dilenma oleh Pejabat  Penandatangun
Kontrak sampal dengan tanggal betlakunys pemitusan Kontrak
dikurangi dends Keterlumbatan yang hans dibayar Penyedia
(apabiln ada), serta Penyodin menyenshonn semus hasil peleniaan
kepada Pejabat Penandatangan Kontrok dan selanjutnye menjsdi
milik Pejabat Penandatengan Kontrak.



AL, Berakhirnya 32,1 Kontrak berakhir apabila pekerjsan telsh selesal dan hak dan
Konirak kewapiban para pihak yvang terdapat dalam Kootrok sudah

terpenubi,

322 Terpenuhinys hak dan kewsjiban pam pihak  sebugsimana
dimaksud padn klausul 321 adalah verkait dengan pembayarin
vang scharusnys dilakukan akibat dan pelaksanaan kontrak.

33, Peninggalan Semua bahan, perlengkapan, peralatan, hesil pekerjnan sementarn vang
musih berads di lokasi kena setelsh pemutosan Kontrak akibat
kelalnion ofau kesalahan penyedia, depat dimanfusikan sepenubnya
oleh Pejabat Penandamangan Kontrak tanpn kewnajiban permwatan,
Pengambilan kembali semua peringgalan tersebut oleh penyedia hanya
dapat dilakukan setelsh mempertimbanghan kepentingun Pejubat
Penandatangan Kontrak.,

F. PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK

34, Hak dan 341 Pejabet Penandatangan Kontrak mempunyal huk:
Kewajiban a. mengawas) dan memenkss pekerjann yang dilaksanakan
Pejabai oleh Penyedia;
mmw b memimu laporn-lapomn vang tereantum di dulam kontrak

mengenal  pelaksansan  pekenuan yang  dilakukan oleh
Penvedia;

¢, menerima hast pekerjaun wesuni dengan spesifikasi/KAK

dan jadwal penyemban pekerjaan vang telah ditetapkan
dulum kontrak;

d. mengenakan sanksi kepads Penvedia;
e. memherikan instruks,
. mengusulkan penetapan sanksi daftar hitam (apabila ada);
g menvetujul adendom/perubahan kontrak,
h. menerima jaminan gang mitka {apabila ada); dan‘aing
. menilai kinerja Penyvedia,
4.2 Pembat Penandatangan Kontrok mempunys kewaiban:
o membayar pekerjaan sesuai dengan bisys yang tercantum

dalam kontrak dan sesusi dengan woktu yang telah
ditetapkan kepada Penvediag

b, membayar vang muka (spabila adn),

¢ membayar penyesuatan harga (apabila pda);

d. membayar ganti rugh korenn Kesalahan yvang dilakulon
Peinbm Penanditangin Komrak; dan
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. PENYEDIA

15, Hak idan
Kewajiban
Penyedia

36, Tanggung
jawah

37, Peaggunaun
Dokumen
Kontrak dan

Informasi

e. memberikan fasilitas berupa sarana dan prosarana st
kemudahan lainnya untuk kelancaran pelaksanaan pekerann
sebagrimans yang tercantum dalum SSKK.

35, Penyedin mempunyai hak: _
4. menerima pembavaran untuk pelaksanaan pekerjnan sesual
dengan hargs yang telab ditentukan dalam kontruk; dan

b, memperoleh fisilitas duri Pejabat Penandatangan: Kontrak
untuk kelancaran pelaksanann pekerjonn sesual kelentuan

352  Penyedin mempunsm Kewajiban:
a. melaporian pelaksanaan pekerjnan secara periodik kepada
Pejubat Penandatungan Kontrak;
b. meisksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuni dengan
jadwal pelaksanaan pekerjaan vang telah ditetaplan dalam

. melaksanakan din menyelesaikan pekerjaan secara cermat,
akurat dan penubl Winggung jawab bendesarkan Kelerituan
dulam Kontrak;

d. memberikun keterangan-kiterungan yang diperiukun untuk
pemenksaon  peluksanaan yang  dilakukan  Pejabat
Penandatangan Kontrak;

¢ menyeralikan hasil pekerjoan sesuad dongan jadwal dan

tempal penyerahan pekerjaun yung telab ditetapkan dalsm
kontrak;

. mengambil langkab-langkeh vang cokup memadal uniuk
melindungy lingkungan. tempat kerin  dan  membatas:
poerusbkan dan  ganpeuan kepeds masysrakat  maupun
miliknyn skibal kegiatan Penyedia; don

g menghindan pertentungan Eepentingan (confficr of interest).

Penyedin benanggungiawab/herkewajiban antuk melaksanakan dan
menyeledaikan pekerjsan sesuml dengan kualitas, ketepatan volume,
ketepatih wiaktu  pelaksinasn‘penyerahan  dan  ketepatan  tempnt
penginmanpenyeralisg husil pekerjasn.

Penyedia tidak diperkenmnkon menpgunakan dan menginformasikan
dokumen komtrak stay dokumen luinnys vang herhubungan dengan
kontrak untuk kepentingnn  pihak  |ain,  miselnys  Spesifikasi
tebms KAK danvatnu gambar-gambar, kecunli dengan ijin tertulis dard
Papabat Pemamdatangan Kontrak.
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8. Hak atas  Penyedia berkewafiban untuk melindungi Pejabal Penandatangan
[ Kontrak dari segala tuntutan wtau klaim dari pibak lain atns
pelanggaran Hak Atas Kekayaan Imefektunl.

Kelaynan
Intelektunl

39, Penanggungan
dan Rislko

41, Ferlindungan
Tenaga Kerfa
{upabila
diperiukan)

ik

383

a4

40.1

4.2

Penyedin berkewnjiban untuk melindungl, membebaskan, dan
menanggung tanpa batas Pejabat Penandutangan Kontrak beserta
instansinys terhadap semus bentuk tuntutan, lengeung jaweb,
kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugaton atau tuntotan
hukum. proses pemeriksaan hukum, dan bisys vang dikenakan
ferhadap Pejabat Petumdntangan Kontrak besertn instansinys
(kecuali keruglan yang mondasari tuntutan tersebut disehabkan
kesaluhan atau kelaluion bernt Pejobst Penandatungan Kontrak)
schubungsn dengan klsim yang timbul dari hal-hal berikut
terhitung agjak  tanpeal SPME  sumpai  dengan  tanggal
fin bérita acara sernh terima:
a.  kelilungan otnu Kerusakan peralainn dan hana  bends
Penyedia, Subpenyedia (jike ada), dan Personel;

b, cadera tubub, sakit atsu kematian Personel: dan/atau

€.  kehilangan stau Kerusakan harta benda, dan cidern wbuly,
sakit ath Kemation piliok lain.

Tethitung  scjak  tangeal SPMK  sampoi dengan  tangsal
penamdutanganan  berita  scara serah terima,  semud . risiko
kehilangan oy Kerusaksn hasil  pekerjaan, hakan  dan
perlenghapan merupakon nsiko Penvedia, kecuali kerugion st
kerusakan tersebul dinkibatkan oleh kesalihan atau kelalnipn
ejubat Penandutangan Kontrak.

Pertunggungan esuransi yang dimilika oleh Penyedia tidak
membitas Kewajiban penanggumgan dalom svarat ini.

Kehilungnn mow kerasnkan terhadap hasil pekeraan atuu bahan
yang menyatu dengan hasl) pekerjann sejok 1angeal SPMK harus
diperbuiki, cigantl daniase dilengkapl oleh Penyedia otas
tngpungannya sendin jika kehilangan atap Kerusakan tersebut
terpadi nkibal tndakan atu kelalman Penyedin

Penyedia dan Subpenyadiu barkewasiban atss baya sendin untuk
"fﬂ‘ﬂﬁ_ utsert akan personelnya tenaga pendukung pads program
Jaminan sowial Keschaten dan jaminan sosial tenaga kerja
sehagamuna dratur dalam pemturan perundang-undangan.

Penyedia berkewajiban unmk memamubi dan memerintshkan
Perionelnyn  untuk mematuhi peraturan keselamatan  kerin
sehagaimana dintur dalam peraturan perinding-undangan,
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41. Tindakan
Penyedia yang
mensyaratinn
Fersetujuan
Pejabat
Penandatangan
Konirak

42, Kerjasama
Penyedia
dengan  Usaha
Keeil  sehagui
SubPenyedia

43 Sanksi
Finansial

40.3 Penyedin berkewajiban afas biaya sendin untuk menyediakin
kepada setiop personelnya (lermasuk personel Subpenyedia, jika
adn) perlengkapan keselamatan kerfe yang sesual dan memadai,

404 Tonps mengumng  kewnjiban penyedin untuk  melsporkan
kecelakaan berdasarkan hukum yang  berloku, Penyedia
melapotkan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak mengenni
setinp Keoelaknan vang timbul schubungmm dengan pelaksanaan
Kontrak ini dalam wekm 24 (dun pufub empat) jam setelah
kejuchian.

Penyedia berkewnjiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujoan
tertulis Pejabal Penandatangan Kontrak sebelum melokukan tindakan-
tindnian berikut:

& mensubkontrukken sebagian pekerjsan; dan/atau

b, tindakan lain vang diatur dalam SSKK

421 Penyedin dupst bekegasama dengan ussha kecil, dengan
mensubkontrakkan sebaman pekerjaan yang hukan pekerjuan
uldma.

422 Bagisn Pekerjoan yang waph disubkontrakan olel Penyedia
kepada usaha kecl sebagai suhPenyedia dintur di dalam SSKK

42.3  Dalinn ketjusamas di stas, Penyedia bertangung jawah penub atas
keseluruhan pokerjaan terschut,

424 Penvedip membuat lapotan pelpkumnaa: subkontrak.

431 Sanksl finunsisl bagi Penyedia dapat ha'upn sunksd ganti rugl,
dends keterlambitan, afsn pencaimn jsminan  Besar nilm
maksimal dan Sanksi Finonsial disesuaikon berdasarkun batas
riibad Konirak,

431 Sankni ganti nagi bagi Penvedina dikenalan apabila jnminnn tidak
dapal dicairkan, terjadi kesalnhan dalam perhitongan volume
hasil pekerfian  berdasarkan  hasil  audit, menyershkan
barangfasa yang kualimanya tidak sexobl dengan Kontmak
berdnsnrican hasil audit.

435 Sanksi denda keterlambatan bagh Penyedia dikenakan spabila
terjadi keterlambatan penyelesaion pekesjoan dengan cara
memotong  pembayamn prestad pekenjaun Penvedia,
Pembayaran  Dendn  tidak  mengurongl  tanggeng  jawab
kontrakiual Penyedia.

434 Sankw pelunasan uany moka slas penciiran Jeminan wang muka
(mpabila diberkan vang muka) bign Ponyedia dikenakan apabila
Penvedia tidak menyelesaiknn pekerjuan setelah besakhirnya
tiisa pelahianssn pekerjian sliu dilakukan pemnutusan kontrak.
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4. Jaminan 4.1 Jaminan Umng Muka dibenkan kepada Pejabat Pennndatangan
Konirak apabila Penyodin menerima uang muka dan diserahkan
sebelum pengambilan Usng Muka,

44.2 Nilat Jaminan Usng Muka suma dengan besamya nang muka
i diterima aleh Penyedia

44.3 Nila Jaminan Uing Muks dapat dikurahgi secara proporsional
sesual dengan wisa uang mukn yang diterima.

444 Musy berlaku Jaminan Usng Muka sekuranp-kurangnya scjak

tanggal perctujuan pemberian ueng muka sampal dengan
tanggnl serah terima hasil pekerjaan,

45 Laporan Hasll 451 Pemerikssan pekerjeen dilakukan selama peloksanaan Kontrak,
Peker|aan Haall  pemeriksaan  pekeriaan  ditunngkan  dalem  laporan
Kemujuan hasil pekerjaan.

45.2 Untuk kepentingsn pengawasan dan  pengendalian, diboat
laporan realisan mengensi seluruh aktivitas pekerjaan.

453 Laporen dibuat oleh Penyedin, npabila diperlukan pemeriksaan
dilakuken vleh unsur pengaway (apabila ada) dan disetujui oleh
wakil Pejabat Penandatangan Kontrak.

db. Kepemiliknn 461 Semua rancangan, gambar, spesifikasi, desain, laporsn, din
Dokumen dokumen-dokumen lain  vang dipersipkan oleh  Penyedia
herdasarkan Kontrak i sepenuhnya morupakan milik Pejubat

Penandatungnn hontrak,

46.2 Penyedia berkewwpiban univk menyerahkan semua dokumen
heserta daftor rinciannya kepada Pejabat Penandutangan Kontrak
paling lambat pada ssut serah terima pekerjoan atau waktu
pemuiiEan Konirak,

46.3 Penyedia dapat menyimpan | (satu) buah salinan tap dokamen
tersehut di ata dengan bathsan penggumian diatur dalam SSKK.

47, Personcl 47.1 Personel danfaisu peralatan yang ditempatkan horus  sesuai
dan/atan dengan yang tercanium dalam Dokumen Penawaran
Persintsn 472 Penggantion Tersonel tidak boleh diladaukan kecuali atus

persetujunm tertulis Peinbal Pennndatangan Kontrak

473 Penggintinn  Persongl  dilakukan  oleh  Penyedin  dengin
mengajulan  permohonan  terdebih  dahuly  kepada  Pejabn
Penandatonpnn Kontrak beserta aliniun pengeantion.

474 Peabm Penandatongan Kontrek dapat menilad dan menyetujui
penempatan/penggantion  Personel menunyt kualifiknei  yang
dibuiulikan,

475 Pejabwt Pepnndatangan Kontrak  dapal meminis  pergantian
PMemvionel apabila mentlal bahwa Personel:
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A tidek mampu stau idak dapal melakukan pekerjaan dengan
haik;

b, berkelakian tidak balk; sty

c. mengabaikan pekerjabn yang menjd iugasnva.

47.6 Jka penggantinn Personel perlu dilakukan, makn penyedia
berkewagiban untuk menyediakan penugnnti dengan kualifikasi
ynng sciura stau lebih baik dan Personel vang digantikan tanpa
hiaya tambahan apapun dalam waktu 7 (tujub) han sepk dimina
oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.

47.7 Personcl berkewniban untuk menjags kershasiasn pekegasnnyn.

H. PEMBAYARAN KEPADA PENYEDIA

48. Nilai Kontrakk  48.1 Pejabar Penandatangan Kontrak membaysr hepada Penyedia atns
peluksunaan pekerjaan dalam Eontrak sebesar nilal kontrak stau
berdasarkan hasil perhitungan akhir,

482 Untuk Kodtrak Waktu Penugassn rincian nilal kontrak sesuai
:mgm nncian yang tercantum dalam Rekapitulasi Penawaran
lya

49, Pembayaran 49, Uang muks

B Uang Muka dapat diberikan kepids Penyeilbia sesunt
ketentuan dalam SSKK untuk:
1) Mobilisast barmngbabun/metenal peralatn don tenags
kerja; dan/atan
2) pekeroun toknis yang dipetluken untuk persiapan
pelaksanaan pekerypan.
b,  besaran wang muka ditentuban dalim SSEK dan dibayar
setelah Penvedia menyerahknn Jaminan Usng Mul senilni
uang muka vang diberikan;

0. dalom hal Poabat Penandustangan Kentrak menyediskan
dang muka maka Penyedin hana mengajukin permohonan
pengambilan uang muka secarn tertulis kepada Pejabus
Penundatangan  Kontrak  disertal  dengan  rencana

penggunann vang muoks untuk melaksmaken pelerjaan
sestial Kontrak dan rencana pengembaliannya;

d. Jaminan Uang Muka diterbltkan  oleh  bank  umim,
perusishnan penjaminan, Perunshann Adurmnsi atou lembagn
koevangan khusus yang menjalankan usahn di  bidang
pembiaysnn, peauminan, dan asurmms untuk mendorong
ckspor  Indonesia  sesund  dengan  ketentusn  persturan
perundang: uidangan di bidani lembaga pembiavaan ekapor
Indonesia yang mermiliks e untuk menjual produk juminan
(suretyship) ditetapkun oleh lemboga yang berwenang;
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e pengembalinn  uvang muks  dapm  dilakukan  deagan
diperhitunghkan herangsur-angsur secam proporsional pada
sctinp  pembayaran  prestasi  pekerjaan  Atau  sesuai
kesepakatan vang diator dalam kontrak dan paling lombat
harus lunas poda sanl pekerjuan mencapai prestusi 100%
(seratus persen).

49.2 Prestasi pekerjaan
a. pembayaran dilakukan dengan sivtem bulunan, gsistem termin

nink pembayaran secara sckaligus sesuai vang ditetapkan
dislam SSKK.

b pembaynran prestasi hasl pekerjnan dilakukan dengan
ketentuan:

1} penyedia telsh mengijukan tagihan disertai laporan
kemajuan haml pekerann;

2} pembayaran dipotong angsuran uang muks, dends
(apabila ada) dan pajak; dan

3)  untuk kontrak yang mempunya subkontrak, permintaan
pembaymran  dilengkapi  bukti pembayaran  kepada
seluruh subpenyvedin sesum dengan prestasi pekerjoan.

¢ Penyelesaian pemnbayaran hanya dapat dilaksanakan sctelah
hasil pekergaan dinyatakan diterima

443 Sanks Finnnsial

Sonkai Fmansial dapat berups sanksi ganth rugi otae dendn

keterfambatan

o Ganti Rugi
Sankst genn g bugl Penyedia apobila terbukn jaminan
tidak bita diesirkan, tenadi kesulahan dalam perhitangan
volume pekerjaan benlasadknn hasii audit, meayeralikan
basil pekerjnan yang kualitasnya tidak sesusi  dengan
Kontrak bendasarkan hasil audit. Besarnya sanks) ganti ngi

ailalah sehesar nilai kerugian vang ditimbulkan schagsimama
ditentukan dalam SSKE.

b, Denda keterlambatan
Besumya denda vang dikenakan kepisda Penvedia atus

kcterlumbatan  penveleswun pekerjpan untuk setiap  bari

keterlnmbatan sdalah sebagmmunn vang ditetaphoan di dalam
SSKK.

5, Perhliungan 301 Unmk Kontrak Waktu Pesugusan perhitongan akhic nilm
Akhlr pekerjasn berlasarkan jumlah wakt yvang dijunisksn unnk
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menyclesaikon  selumh  pekennan  yang  dituangken  dalam
Adendum Kontrak (apabila ada),

50.2 Pembayaran angsuran prestasi pekerjaon terakhir dilakukan
seielah seluruh pekerjaan selesai dan dan Berita Acara Serah
Tertma telah ditandatangani oleh kedua belah Fihak.

S1. Pennngguban  5i.0 Pejabat  Penundstangan  Kontrak  dapat  menangguhkan
Fembayaran pembayaran sefiop angsuran prestasi pekerjaan Penyedia jika

penyvedin gugal sty lalai memenuhi Kewajiban kontraktualnyn,
512 Pejabat Penanditongan Kontrak secars tertulis memberitahukan
kqﬂu?mrﬂiulﬂmgpmwmmhym disertai
alassn-alesan yung jeles mengensi  penangguban terschut.
Penvedia diben kesempatan untuk memperbaiki dalam jangka

waktu tertenty.

513 Pembaysrun yvang ditsngguhkan disesuniban dengnn propors:
kegagalan atau kelulainn Peryedia

514 Jika dipandang perlu oleh Peojabat Penandatangan Kontrak.
penanggubun  pembayaren alobat  keterlnmbatan  penyerahmn
pekerjaan dapat dilakokan berssmaun denpan pengenuan denda
kepada Penyedia

£1, Penvesanian SLI Pemberlakuan Penyesuninn harga pada Kontrak sebagaimana
Hargs distur di dalam SSKK. '

52.2 Penyesusian Hurgs diberlakukan terhadap Kontrak Tahun Jamak

vang berbentuk Konirak Wakn Penugasan vang masa
pelaksanaunnya lebih dan 1% (delapan belas) bulan,

523 Penyesusiin Harga diberlakukan mulal dari bulan ke-13 (tiga
balas) sqiak peluksuanaan pekorjaan.

324 Penyesusian Harga berlaku  bagn  seluruh  Kegistan/'mata
pambavaran, Kecuali komponen keuntungan, biays tidak
langsung (overhead cos:), dion biayu satusn tmpang sebagaimana
tercantum dalam penawamnn

S35 Penyeduniin Harga Satuen diberalakan sesuni dengan jadwial
peloksanaan  yung - tereapium dalam kontrok  awal Adendum
Kontrak,

526 Penyesuaim Harga bagi komponen peloerjann yang berasal dar
luar negen, mengguonkan mdeks penyesuainn hargn dari negara
asi| barang fersebut.

527 Jenn pekerjuan baru sebugni skibot adenyn Adendinn Kontrak
dapat diberikon penyesuaion harga mulss bolan ke-13 (hga belax)
etk Adendum Kontrak tersebut ditandatangani.




328 Indeks vang digunakan dalam hal pelaksanasn kontrak tedambat
disebabkan oleh kesalahan Ponyedin adalah indeks hargs
terendah antara jadwal kontrak dan realisasi pekenjaan,

519 Peonyesunian Harga ditctapkan dengan rumus sebagai berikut:

Lintuk penyesusian biays personel (remunerasi)

&H-n = 8

Remunerisi setelah penyesuaian hurga;
= Remunerasi sanl penawaran binys;
[ =Kunﬁlimlﬁtlp}rnngludmmkmdm
owrhead,
Dalam hal penawaran tidak mencamumkan besaran
komponen keuntungan dan overhead maka o = 0,15;

b = Kocfisien remunersi. (b= 1 - a)

I = Indeks upsh nominal pada bulan penywmpaian
penawaran biavi.

fe = Indeks upah nomioal pads saat pelerinan
dilaksonakan

Penvesuagian harga untuk komponen non-personel  yvang
berxifal Harga Satuan

B
H,=He (a+ b=
g,
H, = Harga Soluan komponen oon-personel  setelah

penyesuaian harga;

fe = Hurga Satuan  kKomponen non-personel  sant
penawaran binye;

# = Kocfision tetap yang tendin atns keuntungan dnn
averhoil,

Dalam hal penawaran tidak mencantumiban besaran
komponen Keuntungan dan overhead maka s =14,15,

h = Koefisien bigyn non-personel. (b= 1 - a)

#y = Indeks hurga komponen non-pemsonel pada bulan
penvanpaiin penawaran biaya,

Ha = Indeks Harga komponén non-personel pada sast
pekerjaan difaksanakon

52.10 Kocfisien kompotien  komtruk  berdasarkan  koefisien yang
digunakean dalom anolisis hacga satuan penawaran,

5211 Indeks upah nominal dan indeks harga  vang digunakan
bersumber dari penerbitan BPS.

5212 Dalam hal indekes hargn tidak diowat dalam penerbitan BPS,
Uigunukan indeks harga vang dikeluarkan oleh instansi teknis,

5213 Haml perhitungan  Penyesuatm  Hargs  dituangkan  dalam
Adendum  Kontrik  setelah  dilakukim  audit sesuai dengan
ketentusn peraturan perundeng-undangan



. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

53, Itknd Baik

54. Penyelesainn
Perselisihan

23.1

332

33113

3.4

54.1

54,3

Pejsbat Penandatangan Komtrak dan  Penvedia  hertindak
berdasarkan asas saling percava vang disesuniknn dengan hak-
hak yang terdapat dalum kontrak.

Pojabat Penundutangsn Kontrak don Penyedia setuju untuk
melaksonakan  kontrak  dengan  jujur  tanpa menonjolkan
kepentingan masing-masing pihak,

Apabila selama Kontrak, salah satu plhak merasa dirigikan,
makn diupayakan findakan yang lorbaik uniuk  mengntosi
keadaan tersebut.

Pejabil Penandatangan Kontmmk don Penyvedia berkewajiban
untuk bertindak dengan itikad baik schubungan dengan hak- hak
Pihak lain, dan mengambil semus langkah vang diperfukan untuk
memastikan lerpenubimya tujuss Kontrak,

Pejabnt Penandmangnn Kontrak dan Penyedia berkewajiban
uniuk berupaya sunggub-sunggub  menyelesaikan  secara
musyawarah mufakal atas semua perselisihan yang timbul dan
atau herhubungan dengan Kontrak ini atan  interpretasinys
sclama atiu selelah pelaksansan pekerjaan Jasn Konsultans ini
secura musyawarah dan damai

Dalam hal penyelesaian persclisiban melalul  musyawarmh
mufnkat tidok tercapai, maka penyelesaion sengketn dapat
thlakukan melalii medias, koasllimn, abirmse olau litigas
sesuai dengin Ketentuan persturan perundang-undangan,

Penyelesaiun senghoets dapet dilekukan & layanan penyelesnian
sengketn yang diselenggamkan oleh LKPP, Lembaga Arbitrase
alau Pengadilan Negeri,

Fepubat Pennndatungun Konirak dan Penyedie hersamp-sama
memilib dan menetapkan tempdt penvelesaian senpketa dun
dicantumban dalam SSKK.
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Klnusul No.
Dalam SS5UK  SSUK

Pengaturan 4.3b
vang Dilarang
dan Sanksi

Aaal Jasn

Konsultansi

Kurespondens
|

Woakil Szh
Fara Pihak

Pengalibian 3
dan/atan
Subkontrak

Jangka waktu 132
Pelaksanann
Pekerjnan

SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK
(55KK)
Pengnturan Dalam SSKK

Pekerjaan imi tdak diberikan wang muka, sehinggn tidak ada pencairan
Jjaminan uang muka

Pekerjaan Jasa Konsultansi ini dikerjakan oleh tenaga kerja Indonesia dan
dapat dikerjakun olch Gabungun Tenaga Kerja Indonesia dan Asing

Alamit Para Pihak sebagai berikut:
Satuan Kerja Pl!f.l-hll Penanditungan Kontrak KPPIP:
Nama . Hotma Gideon
Alamat - JI. Lapangan Banteng Ulars, No, 1, Pasar
Baru, Jakarta Pusat ( 1007 10)
Telepon : Q21-29573771

Faksimili  : 021-20573773
e-mail i huima gideonitickon go.4d

Penyedia .Im
Nama : PT. Prospera Consulting Engineers
Alamat : Cimha Mampang {1t 2 Amex JL
Momping Prapatan Raye No. 10§, Dhere
Tign, Pencoran, Jakera Selatan | 2760
Teiepon L (21 - T243627
Fuksimili : 021 - T243627
ool T prospeed eeflvahoo com
websile H
Wakil Sah Para Pihak sehagni berikot:

urtuk Pejabal :  Hotma Gideon
I"enumilatiangnn

Kontrak
untuk » - Kondang Wijayanto
Penyedia
Dafiar bagian pekenjaan yang disubkontrullkan:
TIDAK ADA

Fenvedin haris menvelesmkan pekegann. selama 6 (endm) bidan atau
Penyodia hamis menyelesaikan pekerjaun sejak tangeal SPME diterhitiean
sampal dengan Tangeal 31 Desember 20235,

HE. | f__E



No Kilnusul

Dalam S5UK 5SUK

1. Peristiwa
Konmpensasi

11 Perpanjungan
Wakiu

1%, Pemberian
Kesempalan

24. Serah Terima
Pekerjaan

15. Layanan
Tumbahan

My Pemiiiuinn
Kontrak aleh
Pejabat
Penandatangs
n Kontrak

I Pemutusan
Kontrak oleh
Penyedia

A4, Hak dan
Kowajiban
Pejabat
Penandatangs
n Kontrak

18, Hak atas
Kekayaan
Intelektual

19, Penunggunga
n dan Risiko

M.

21.g

301

3l.la

M.Lh

4 2e

Fenpaturan Dalam 55Kk
Penvedia daput memperoleh kompensasi: TIDAK ADA

Pejobat  Penandatangan Kontrak berdasarkan pertimbangan  Peéngawas
Pekerjnan (wpabila ada) menetapkan ada tidaknya perpanjangun wak dan
untuk berapa lama, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah Penvedia
memminta perpanjangn

pembenan kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjoan
sumpai dengan 30 (liga pulub) bhard kalender scjak berakhimya jangks
waktu pelaksanaan pekerjann.

Serah terima difakukan pada: 31 Desember 2025

Layanan tambahan vang harus disediakan olch Penyedin:

Setinp Permintaan dari  Pimpinen KPPIP  (Ketua/Sekretaris  Tim
Pelakuana/PPE. KPPIP) yang belum terdefinisikan secarn spesifik dalam
KAK, tetapi mendukung Jasa seseai KAK dan tidak menggangiri output dan
target utmma yang terters dalim KAK atap meumbulkan tamibahan alokas
waktu dan SDM Penyedia vang cukup besar.

Batgs wakio penghontipn pekonass Ponyedn paling lamn
M0 (tiga puluh) Harl Kalender

Butas waktu penundaan pelaksansan pekerjann atou kelanjutan pekerjpan
paling lama 30 (tiga palub) Hari Kalender

Hates wakne untuk penerbitan sural perimah pembayaran paling lama 14
(empat belax) harl kerja terhitung sefalc tagihan dan kolenghopan doliumen
penunjang yang tidak dipemelisiiknn ditenma sccam lengkoep olch PPK

Pejabat Penandatangan Kontrak akan memberikan fasilitas berupa
. Mega dan kursi Keria selama sama kontrak;

2 Alkses data dan mitemet ontuk menonjeng osfoud vang diminta;
3, Sumi menyurat untuk mesangsng pencapaian sulpul

Kewajihan Penvedia dibatas hanya jika tunitutin dan klaim dinkihatkan oleh
kesalnhan Menyedia

Kewajiban Penyedis Eihutas! hanya jiks iintutan dan klaim diaksbatkan oleh

kesalahian Ponyodia
—'?41&. a
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No Klausul No. Pengaturan Dalam SSKK
Dalam S5UK  S5UK

41. Tindakan 4Lb  Tindakan lain Penyedin yang harus terlebih dabulu mendapatkan perserujusn

Penyedia yang tertulis Pejabat Penandatangan Kontrak antara lnin:

mensyarathsn o Pergantion Personil Intl Penvedia apebila diperlukan dan disesuaikan
Pervetujuan dengan kebutuhan pelaksanann pekerjaan,

Pejabat b. Penggunaan informasi dan’atau data yang terkait dengan Jasa Konsultansi
Penandatanga ving dipergunakan untuk pihak ketiga kecual setiap personil, direktur,
n Kontrak WﬁMLMmWijm,

penaschal professional lainnys dan uniuk nrjuan pelaksaniin. pekerjsin
administrasi hisnienya dan proses penclanhan kepatuhan, kualitas, d:m
resiko intemalnya

4L Kerjasama 422 Bagian Pekerjoun yang wajib dikerjasamakan dengan usaha kecil: TIDAK
Penyedia ADA
dengan Usaha
Kecil sehagai
Subpenyedia

453 Menyedii berkewajiban untuk menvampaikan laporan-laporan berikut secura
penadic selama mass konirnk:

3 T oparan Final Kegisman Ak Kommmk | Thism beouk
i

Caatan;

1. Persetujuan laporan-laporan penyedia Jasa Konsultansi akan dilaloakan

oleh KetuaSekretaris Tvm Pelaksany KPPIP dalim hal berhubungan

dengan sulbvitansi telnis pekierjann.

Untuk whapan selanjumya, PPK akan melukukan venfikas: dalam hal

yang bechubunyan denpen dokumen sdministrasi besentn prosedur

pembayaran sesual dengan pemyataan yang ditetapkan dalnm kontak.
3

rd
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Kiausul

Dalam S5UK  55UK

No.

46. Kepemillkan 463

49,

Dokumen

Pembayaran

49.1.8

4928

Peongaturan Dalam SSKK
3. Semun produk softcopy vang diserahkan penyedia kepada KPPIP harus
dulum format yung dapet diedit (editabie formar)
Penvedia diperholehkan mengeunakan salinan dokumen dan pekerjaun ini
dengun pembatasan sebagai berikut : hanya tntuk keperluan intemal Penyedin
apabila unfuk ckternal Penyedm harus seijin Pejabat Penandatangan Kontrak,

Pekerjiann Pengudaan Koosultan inl dapat diberikan usng muka: TIDAK

|, Pembayaran prestas; pekerjann dilakukan dengan cara: Termin dengan
nincian sebagai berikut:

S0, 001 Mmoo | drriEn ABDLTHE 11
amide | mawaise | ST e TR 1)
e | dMaSse Ty | JRUNMANY | 291 muEel)
donfn | aomeTe | anshram Fal Rl 1))

A il . TR :I-*E!_'l"-l-].'l il Rt LR

400 i} 18 .lf 7 P - L
Lass Sl | LTTTANLSSG | R aAT.IWN

. Pembaynmn adalah @ cond atas danar bulaichuktt pendukung vang
didasorkan atas Berita Acara lHasil Klarifikasi, Negosiasi Teknis dan
Biaye, Adapun estimasi pembayarnn Bioys Langsung Personil dan Non-
Personil dilakukan dengen ketentuan sehagai berilour:

*)  Untuk Rindun Perhitungusn Biava Langsung
Persunil didasarksn dattar kehadiran.

"#)  Peinbayaran Biaya Langsung Non Personil
adulah pengelusran nil vang bersifot af coxt alns
dasar buketi-bukdi pendiboung

Y. Penyedin jasa harus  mengniuken permohonan  pembayaran  prestas
pekergann kepada PFE yang disertol dengan kelengkapan dokumen ulama
dan dokumen penunjing

4, I'PR teloh menerima permohonan pembayaran (invoice) yang kemindian
wican dilnkulenn venfikasi dengan didukung sdanya kelengkapan dokumen
utama dan dokumen petimjang

5 Harps satuin untuk tenaga shli PT. PROSPERA CONSULTING
ENGINEERS sebagaimana tercantum dalem Kontrak int didasarkan sias

2
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No Kluusul No,
Dalam SSUK = SSUK

Pengaturan Dalam 55KK

hasil negosiasi teknis dan biaya dengon bagian Unit Layvanan Pengadann
Barang Jasa (ULP) Kementeriun Koordinmor Bidang Perekonomian,
. Ketentuan perhitungan pengurangan pembayaran gtas prestasi pekerjaan
dikarenakan ketidakhadiran personil adalah schagai benkui:
0. Dulam hal. pemerintah menetapkan hari libur nasional atou cuti

hersama dalam kaleader bulan tertentu, maks disepakati 1etap dibayar
secary penuh.

Dalam hal dalem 1 tahun, jumlsh cuti berssma ditambaby hard Jibe
yang ditctapkan pemenintah kurang dani 12 hari, maka penyedin jusa
yang dikontmk 12 bulan penuh berhak untuk mendapatican tambahan
cuti schingga menjadi 12 hari, dan honor tetap dibavarkan secara
penuh. Dialam hal ini penyedin terkontrak kurang darl 12 bulan, maks
jumlnh hak culi disesusilan denjgan jumish bulan berkontrak.

Dalam hal, penyedia tidak masuk kega diluar han libur nasional
dan/atay cuti Bersamu vang ditetapkan pemerintab, maka honor akan
dipatong sebesar hari yang tidak masuk kerja

7. Pembayaran dilakukan secarn langsung melalui KPPN Jakarta [ vang
ditujukan pada rekening Penyedia Jasa dengun rinciny sebagai berikut:

Nama Pemilik Rekening  © Pt Prospemn Comsulting Engineers

Nomor Relening - DODS3I 774
Nuna Bank : BNI

Kantor Cuhang o Fatmawaty

Numor NPWP o O1364.330,9-061.000

5. Dokumen utama yvang disyamtkon unuk mengajukan tagihun pembayisan
prestisi pekerjoun:

a.

Laporan-laporan yang harus diserabikan Kepoda PPK bendasarkan
wakiu yang telah ditentukan jadwalnys dalam KAK vang berkaitan
dengan pelapornn.

Berita Acara Seruh Terima Pekerjaan (BAST),

Berita Acara Pembavarsn (BAP) vang telah ditanditangasi oleh kedun
belish pihak.

Kultansi dan Invoice.

E-Fakiur dan SPP.

Dokumen penunjang yang dissvaratican untuk menpajulkan giban
pembayaran prestasi pekerium,

1



No Klausul No,
Dulam S5UK SSUK

40.3.h

51, Penvesuaian 521
Harga

£4. Penyelesnian 544

Pengaturan Dalam SSKK

Denda heterlambatan

1. Apabila terjodi keterimmbatan penyelesaion pekerjnon, besarnya denda
keterlembatan adalzh: 1% (satu permil) per hars dad Nilai Total Kontrak
yang tercantum dalam Kontrak,

Jika PPK. gagal metunasi kewajiban pembavarunnyva pada tanggal jatuh
tempo  yang dischabkan kesalahan PPK selcloh seluruh dokumen
penuniang yang tidak diperselisithkan diterima secarn lengkap oleh PP,
miaka akan dikenakan ganti rugl keteriambatun pembayaran yang nilainya
schesar bunga dari nilai mgihan yang terlombal dibayar, berdasarkan
tinghat niled suku bungn yang berlaku pade saat ity menurut ketetapan
Bank Indonesin

Il

PMeryesunian Harga diberlakukan: TIDAK

Dhlam hal terdapat senghkets antarn Pejabat Penandatangon Kontrak dengan
Fenyedin, penyelesaian sengketn nlean dilnkuknn melalui lavansn penyelcsainn
sengkets yang diselenggamkan oleh LKPP.
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HAN BULANAN L PERA CONSULTING ENGINEERS 20215
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